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ABSTRAK 
 
 
Kejahatan uang palsu merupakan kejahatan yang sangat kompleks, oleh sebab itu 
kasus yang menyangkut penggunaan uang palsu harus divonis tegas dan setimpal. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) proses pemeriksaan Sidang di 
Pengadilan Negeri Tegal dalam Putusan Perkara Nomor 39/Pid.Sus/2019/Pn.Tgl, (2) 
Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Nomor 39/Pid.Sus/2019/Pn.Tgl tentang 
Menggunakan Uang Palsu. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) data-data atau 
bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian berasal dari kepustakaan berupa 
buku jurnal, literature, buku, laporan penelitian, dan lain sebagainya yang berkaitan 
denhgan permasalahan. Pengumpulan data diperoleh dari bahan hukum sekunder, 
pendekatan besifat normative (legal research). Pendekatan Yuridis Normative yakni 
pendekatan yang dilakukan dalam bentuk mencari kebenaran dengan melihat asas-asas 
dalam ketentuan baik masalah perundangan. 
Hasil penelitian, (1) syarat formil, yang harus diteliti oleh hakim terhadap 
terdakwa dalam persidangan mencakup nama, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, 
tempat tinggal, pekerjaan terdakwa, jenis kelamin, kebangsaan dan agama. Sedangkan 
syarat materiil setidaknya menvcakup waktu dan tindak pidana dilakukan (tempus delicti 
dan locus delicti); Perbuatan yang di dakwakan harus jelas dirumuskan unsur-unsurnya. 
Putusan Perkara Nomor 39/Pid.Sus/2019/Pn.Tgl, memiliki unsur-unsur setiap orang, dan 
unsur menggunakan uang palsu yang terpenuhi, sehingga dikenakan sanksi pidana, (2) 
Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Menggunakan Uang Palsu, disamping 
pertimbangan yuridis seperti alat bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan 
sebaiknya ada pertimbangan non yuridis yakni keadaan yang memberatkan dan keadaan 
yang meringankan. Keadaan yang memberatkan, perbuatan terdakwa meresahkan 
masyarakat dan merugikan ekonomi Negara; dan terdakwa sudah pernah dihukum. 
Adapun keadaan yang meringankan, terdakwa mengakui perbuatannya, sopan, dan 
menyesali di persidangan. 
 
 
Kata Kunci : Tindak Pidana, Uang Palsu. 
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ABSTRACT 
 
The crime of counterfeit money is a very complex crime, therefore the case 
involving the use of counterfeit money must be sentenced firmly and accordingly. This 
research aims to describe (1) the process of examination of the session in the District 
Court of Tegal in case of matter No. 39/Pid. Sus/2019/Pn. Date, (2) Consideration of judge 
in case of case No. 39/Pid. Sus/2019/Pn. Date about using counterfeit money. 
This type of research is a library research of data or materials needed to complete 
the research derived from the literature in the form of journal Books, literature, books, 
research reports, and so on related issues. Data collection is obtained from secondary legal 
material, a normative approach (legal research). Normative's juridical approach is the 
approach of finding the truth by looking at the principles in good terms of the legislation. 
The results of the research, (1) formyl requirements, which must be examined by 
judges against the defendant in the proceeding include the name, place of birth, age or date 
of birth, residence, occupation of the defendant, gender, nationality and religion. While the 
materil requirements at least cover the time and criminal acts are carried out (Tempus 
delicti and locus delicti); The deeds in the lease must be clearly formulated its elements. 
Verdict Case Number 39/Pid. Sus/2019/Pn. Date, having elements of each person, and 
elements using counterfeit money are fulfilled, so that the criminal sanction, (2) The 
judgment of judges in the ruling on the case using counterfeit money, in addition to 
juridica l considerations such as evidence, witness information, information defendant and 
there should be non-juridical considerations that are incriminating conditions 
Circumstances that incriminate, the defendant's actions troubling the community and 
detrimental to the state economy; And the defendant had already been punished. As for the 
relieving circumstances, the defendant acknowledged his deeds, politely, and regretted his 
trial. 
 
Keywords: criminal acts, counterfeit money. 
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BAB I 
 
PENDAHULUAN 
 
 
 
A. Latar Belakang Masalah 
 
Uang adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam 
 
sejarah peradaban manusia, uang telah memainkan peranannya, baik sebagai alat 
 
pembayaran yang sah di dalam suatu negara, maupun sebagai simbol negara yang 
 
menjadi alat pemersatu, atau dapat juga menjadi alat penguasaan perekonomian atau 
 
pertumbuhan perekonomian. Satuan mata uang negara Republik Indonesia adalah 
 
Rupiah dengan singkatan “Rp”. Rupiah menjadi alat pembayaran yang sah di 
 
wilayah negara Republik Indonesia. 
 
Salah satu masalah klasik dalam perekonomian yang belum terpecahkan 
 
hingga saat ini adalah uang illegal atau yang lebih familiar dikenal dengan 
 
sebutan uang palsu. Uang palsu merupakan salah satu tindak kejahatan yang 
 
memiliki dampak luas terhadap perekonomian suatu negara dan dapat 
 
mengganggu kestabilan nasional khususnya kestabilan ekonomi. Kejahatan uang 
 
palsu juga merupakan kejahatan yang sangat kompleks karena kejahatan ini 
 
terjadi antar tempat dan antar waktu, memiliki mobilitas tinggi, serta didukung 
 
oleh alat dan teknologi yang cukup canggih. 
 
Kejahatan uang palsu cenderung kejahatan yang melibatkan jaringan, oleh 
 
sebab itu kasus yang menyangkut uang palsu termasuk menggunakan uang palsu 
 
perlu ditindak, yang mana dilakukan penyidikan terlebih dahulu kemudian 
 
dilaksanakan penuntutan terhadap kasus menggunakan uang palsu yang dilakukan 
 
oleh Jaksa Penuntut Umum. Proses penyelesaian perkara pidana uang palsu, 
 
1
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penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai 
 
perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin. 
 
Di Indonesia, pemerintah mempunyai Bank Indonesia untuk mencetak uang 
 
dengan menunjuk suatu perusahaan percetakan khusus mencetak uang resmi 
 
Indonesia. Dimana uang tersebut mempunyai ciri khas yang dimilikinya masing- 
 
masing. Hanya uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang resmi dan sah 
 
bisa digunakan sebagai alat pembayaran. Dari segi fungsinya uang dibedakan 
 
menjadi dua macam yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli uang (a) 
 
sebagai alat tukar, (b) sebagai satuan hitung, (c) sebagai penyimpan nilai. 
 
Sedangkan untuk fungsi turunan, antara lain (a) sebagai alat pembayaran yang sah, 
 
(b) sebagai alat pembayaran utang, (b) sebagai alat penimbun kekayaan, (c) sebagai 
 
alat pemindah kekayaan, dan (d) sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi.
1 
 
Uang memegang peranan penting dalam kehidupan manusia karena uang 
 
merupakan alat pembayaran yang sah digunakan oleh masyarakat modern di dunia 
 
untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Semakin penting dan dibutuhkannya 
 
uang, maka kejahatan yang memanfaatkan uang pun semakin banyak terjadi. Oleh 
 
karena itulah maka muncul segelintir orang yang berusaha memalsukan uang. Saat 
 
ini kejahatan pemalsuan uang semakin meresahkan masyarakat karena telah 
 
merajalela dalam skala yang besar dan peredarannya pun semakin terorganisir. 
 
Selain dapat merugikan pihak masyarakat, dampak paling utama yang dapat 
 
ditimbulkan dari kejahatan ini adalah dapat mengancam kondisi moneter dan 
 
perekonomian nasional. Selain itu, dapat pula terjadi dampak terhadap 
 
 
 
 
1 
Gatot Supramono. Hukum Uang di Indonesia, Bekasi: Gramata Publishing, 2014, hlm.11
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kepentingan negara yaitu dapat hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap 
 
pemerintah dan mata uang rupiah itu sendiri. 
 
Tindak pidana peredaran uang palsu sendiri diatur dalam Undang-Undang 
 
No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dalam pasal 36 ayat (3) Undang-Undang 
 
No.7 Tahun 2011, disebutkan bahwa “Setiap orang yang mengedarkan dan/atau 
 
membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana 
 
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 
 
(lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima 
 
puluh miliar rupiah)”. Permasalahan tentang peredaran uang palsu harus segera 
 
mendapatkan penanganan yang serius, mengingat uang merupakan alat yang vital 
 
bagi kehidupan sehari-hari. Diperlukan adanya suatu upaya penegakan hukum 
 
yang adil dan sesuai dengan tindakan pemalsuan dan peredaran uang palsu yang 
 
dilakukan masyarakat dalam bentuk strata apapun. Hakim wajib memutuskan 
 
hukuman yang seadil-adilnya terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dan 
 
peredaran uang palsu sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, yang termasuk 
 
dalam hukum positif Indonesia. 
 
Dalam hukum Acara Pidana, penjatuhan putusan akhir atas suatu perkara 
 
tindak pidana diserahkan kepada hakim dan hakim wajib memutuskan hukuman 
 
yang seadil-adilnya terhadap pelaku tindak pidana. Begitu juga dengan tindak 
 
pidana peredaran uang palsu. Hakim akan menjatuhkan putusannya dengan 
 
berdasarkan pada pembuktian secara hukum ditambah dengan keyakinannya. 
 
Idealnya, suatu putusan hakim akan memberikan keadilan untuk semua pihak, 
 
bahkan sekaligus memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum.
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Dalam pasal 8 ayat 2 Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan 
 
Kehakiman, disebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, 
 
hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa, 
 
dengan harapan putusan yang dijatuhkan oleh hakim sesuai dan adil dengan 
 
kesalahan yang dilakukannya. Penerapan berat ringannya pidana yang dijatuhkan 
 
tentu bagi seorang hakim disesuaikan dengan apa yang menjadi motivasi dan 
 
akibat perbuatan si pelaku, khususnya dalam penerapan jenis pidana penjara. Bagi 
 
masyarakat, kepercayaan terhadap lembaga peradilan sangat diperlukan untuk 
 
menghindari tindakan main hakim sendiri (anarkisme) oleh masyarakat, serta 
 
untuk menciptakan ketertiban hukum. Sedangkan bagi lembaga peradilan, 
 
kepercayaan masyarakat sangat penting, tidak hanya sebagai wujud apresiasi atas 
 
pertanggungjawaban hakim tetapi juga memberikan suasana nyaman yang 
 
kondusif bagi kinerja peradilan dan membangun kewibawaan peradilan sehingga 
 
pada akhirnya mendekatkan pada pada keinginan kita bersama untuk mewujudkan 
 
peradilan yang bersih dan bermartabat. 
 
Kejahatan uang palsu merupakan kejahatan yang sangat kompleks. Oleh 
 
sebab itu kasus yang menyangkut uang palsu termasuk menyimpan Rupiah palsu 
 
perlu ditindak, yang mana dilakukan penyidikan terlebih dahulu kemudian 
 
dilaksanakan penuntutan.Terkait proses penyelesaian perkara pidana uang palsu, 
 
penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai 
 
perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin. 
 
Hukum Acara pidana merupakan proses untuk menegakkan hukum pidana 
 
materiil. Proses atau tata cara tersebut untuk mengetahui apakah seseorang telah 
 
melakukan tindak pidana atau tidak. Menurut sistem yang dianut oleh Kitab
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Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka tahapan-tahapan yang 
 
harus dilalui secara sistematis dalam peradilan pidana adalah penyidikan oleh 
 
kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, tahap pemeriksaan di pengadilan oleh 
 
Hakim, tahap pelaksanaan putusan oleh kejaksaan dan lembaga pemasyarakatan. 
 
Adapun salah satu tindak pidana menggunakan mata uang palsu yang terjadi 
 
di kota Tegal, adalah sebagaimana diputuskan dalam putusan perkara Nomor 
 
39/Pid.Sus/2019/Pn.Tgl. Secara singkat, bahwa salah seorang berinisial „S‟ pada 
 
hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekira jam 11.00 wib bertempat di lantai 
 
bawah Pasar Pagi, jl. Ahmad Yani Kota Tegal telah mengedarkan atau 
 
membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu”. 
 
 
 
B. Rumusan Masalah 
 
1. Bagaimanakah proses pemeriksaan Sidang di Pengadilan Negeri Tegal dalam 
 
Putusan perkara Nomor 39/Pid.Sus/2019/Pn.Tgl? 
 
2. Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam putusan perkara nomor 
 
39/Pid.Sus/2019/Pn.Tgl tentang tindak pidana menggunakan mata uang palsu? 
 
 
 
C. Tujuan Penelitian 
 
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
 
1. Untuk mendeskripsikan proses pemeriksaan Sidang di Pengadilan Negeri 
 
Tegal dalam Putusan perkara Nomor 39/Pid.Sus/2019/Pn.Tgl 
 
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan perkara nomor 
 
39/Pid.Sus/2019/Pn.Tgl tentang tindak pidana menggunakan uang palsu.
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D. Manfaat Penelitian 
 
1. Manfaat Teoritis 
 
Hasil penelitian ini secara teoritis bermanfaat untuk menambah wawasan 
 
pengetahuan ilmu hukum pidana, khususnya tentang hukum pidana materiil 
 
tentang tindak pidana menggunakan uang palsu 
 
2. Manfaat Praktis 
 
Hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman atau rujukan yang berkaitan 
 
dengan tindak pidana khususnya mengenai (a) proses pemeriksaan Sidang di 
 
Pengadilan Negeri Tegal dalam Putusan perkara Nomor 39/Pid.Sus/2019/ 
 
Pn.Tgl dan (b) pertimbangan hakim dalam putusan perkara nomor 
 
39/Pid.Sus/2019/Pn.Tgl tentang tindak pidana menggunakan uang palsu. 
 
 
 
E. Tinjauan Pustaka 
 
Tinjauan pustaka memiliki tujuan utama yakni memberikan informasi 
 
kepada pembaca bahwa hasil penelitian lain yang berkaitan erat dengan penelitian 
 
yang akan dilakukan, menghubungkan penelitian dengan literatur-literatur yang 
 
ada dan mengisi celah-celah penelitian yang ada sebelumnya.
2     
Hasil penelitian 
 
yang relevan bukan berarti sama dengan yang akan diteliti, tetapi masih dalam 
 
lingkup yang sama. Secara teknis hasil penelitian yang relevan dengan apa yang 
 
akan diteliti dapat dilihat dari permasalahan yang diteliti, waktu penelitian, tempat 
 
penelitian, sampel penelitian, analisis, dan kesimpulan.
3 
 
 
 
2     
John W Creswell. Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan 
Campuran. Yogjakarta: Pustaka Pelajar Cetakan I, Tahun 2016, hlm.36 
3 
Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung: Alfabeta. 2015. 
Hm.59
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Adapun beberapa penelitian yang relevan dengan tindak pidana antara lain: 
 
1. Hanum Hapsari
4 
meneliti tentang “Peran Alat Bukti Keterangan Ahli dalam 
 
Perkara Tindak Pidana Menyimpan Rupiah Palsu (Studi Putusan Nomor: 
 
22/Pid.Sus./2015/Pn.Skt.)” hasilnya, berdasarkan putusan Nomor: 
 
22/Pid.Sus./2015/PN.Skt. dalam perkara tindak pidana menyimpan Rupiah 
 
palsu dengan terdakwa ADW Alias D, dalam membuktikan kesalahan 
 
terdakwa, JPU menghadirkan ahli uang Rupiah dari Bank Indonesia (BI) yaitu 
 
NNA. Peran alat bukti keterangan ahli terhadap perkara tindak pidana 
 
menyimpan Rupiah palsu sangat diperlukan untuk membuat terang suatu 
 
perkara dan memperoleh suatu keyakinan bagi Hakim dalam memutus perkara. 
 
Pertimbangan Hakim PN Surakarta terhadap keterangan ahli mempunyai nilai 
 
pembuktian oleh karena alat bukti keterangan ahli uang Rupiah dengan 
 
dikaitkan dengan alat bukti lain sesuai dengan alat bukti yang sah menurut 
 
Pasal 184 ayat (1) KUHAP membentuk suatu keyakinan bagi Hakim dalam 
 
memeriksa dan memutus perkara. Ahli memberikan keterangan berdasarkan 
 
keahlian dan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dan dapat digunakan sebagai 
 
bahan pertimbangan bagi Hakim untuk menjatuhkan putusan. Hakim tidak 
 
terikat serta bebas menilai keterangan ahli. 
 
2. Rian Mintalangi
5 
meneliti tentang “Tindak Pidana Rupiah Palsu dalam Pasal 
 
36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang”. 
 
 
 
4     
Hanum Hapsari “Peran Alat Bukti Keterangan Ahli Dalam Perkara Tindak Pidana 
Menyimpan Rupiah Palsu (Studi Putusan Nomor: 22/Pid.Sus./2015/Pn.Skt.). Jurnal Verstek 
Volume 5 Nomor 1. 2016. 
5 
Rian Mintalangi Tindak Pidana Rupiah Palsu dalam Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Jurnal Lex Crimen Vom.VI/No.6/ Ags/2017.
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cakupan tindak 
 
pidana rupiah palsu dalam Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 
 
Tahun 2011 tentang Mata Uang dan bagaimana pengaruh Pasal 36 dan Pasal 37 
 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 terhadap kejahatan memalsu mata uang 
 
atau uang kertas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 
 
Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 
 
pertama, tindak pidana Rupiah palsu dalam Pasal 36 dan Pasal 37 UU No. 7 
 
Tahun 2011 memiliki cakupan yang luas, mulai dari (1) perbuatan memalsu 
 
Rupiah, (2) menyimpan Rupiah palsu, (3) mengedarkan dan/atau 
 
membelanjakan Rupiah palsu, (4) membawa ke dalam atau ke luar Wilayah 
 
Indonesia Rupiah palsu, (5) mengimpor atau mengekspor Rupiah palsu, (6) 
 
perbuatan-perbuatan berkenaan dengan alat untuk membuat Rupiah palsu 
 
seperti memproduksi dan menyimpan pelat cetak untuk membuat Rupiah palsu, 
 
dan (7) perbuatan-perbuatan berkenaan dengan bahan baku Rupiah untuk 
 
membuat Rupiah palsu seperti memproduksi dan menyimpan bahan baku 
 
Rupiah (kertas untuk membuat Rupiah palsu dan sebagainya). Pengaruh tindak 
 
pidana Rupiah palsu dalam Pasal 36 dan Pasal 37 UU No. 7 Tahun 2011 
 
terhadap Buku II Bab X KUHPidana hanyalah sepanjang berkenaan dengan 
 
uang atau mata uang Rupiah. Jika terjadi pemalsuan Rupiah atau peredaran 
 
Rupiah palsu di Indonesia, maka yang akan diterapkan sekarang adalah 
 
ketentuan pidana dalam UU No. 7 Tahun 2011. Tetapi jika yang dipalsu atau 
 
diedarkan adalah mata uang asing (baik uang logam maupun uang kertas) maka 
 
yang akan diterapkan adalah ketentuan dalam Buku II Bab X KUHPidana 
 
karena berada di luar cakupan UU No. 7 Tahun 2011.
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3. Novitasari
6 
meneliti tentang “analisis yuridis terhadap tindak pidana 
 
pengedaran mata uang paslu (Studi Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar 
 
Nomor 04/Pid.B/2013/KRAY)”, hasilnya adalah penerapan hukum pidana 
 
terhadap pelaku tindak pidana peredaran mata uang palsu dalam perkara 
 
putusan nomor 04/Pid.B/2013/KRAY ini dilakukan sesuai dengan fakta-fakta 
 
hukum, baik keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Pasal 
 
yang dikenakan dalam kasus tersebut yakni melanggat Pasal 245 yo pasal 55 
 
ayat (1) ke I KUHP. Tuntutan Penuntut Umum dalam surat dakwaan terlah 
 
terpenuhi, pertimbangan hukum hakim, hal-hal yang dapat memberatkan dan 
 
dapat meringankan terdakwa guna penjatuhan hukuman yang setimpal yakni 
 
pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. 
 
Perbedaan penelitian antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang 
 
hendak dilakukan, pada dasarnya adalah pada bentuk perbuatan pidananya 
 
antara menyimpan, menggunakan serta mengedarkan uang palsu. 
 
Pertanggungjawaban pidana atas menyimpan uang palsu melanggar pasal 36 
 
ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang 
 
Mata Uang. Adapun secara uumum tindak pidana Rupiah palsu dalam Undang 
 
Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2011 memiliki cakupan yang luas, 
 
mulai dari (1) perbuatan memalsu Rupiah, (2) menyimpan Rupiah palsu, (3) 
 
mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah palsu, (4) membawa ke dalam 
 
atau ke luar Wilayah Indonesia Rupiah palsu, (5) mengimpor atau mengekspor 
 
 
 
6 
Novitasari. Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Pengedaran Mata Uang Paslu (Studi 
Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 04/Pid.B/2013/KRAY). Jurnal Fakultas Hukum 
Universitas Slamet Riyadi Surakarta. 2014.
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Rupiah palsu, (6) perbuatan-perbuatan berkenaan dengan alat untuk membuat 
 
Rupiah palsu seperti memproduksi dan menyimpan pelat cetak untuk membuat 
 
Rupiah palsu, dan (7) perbuatan-perbuatan berkenaan dengan bahan baku 
 
Rupiah untuk membuat Rupiah palsu seperti memproduksi dan menyimpan 
 
bahan baku Rupiah. 
 
 
 
F. Metode Penelitian 
 
Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang 
 
didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk 
 
mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan 
 
menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam 
 
terhadap fakta hukum terasebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan 
 
atas masalah-masalah yang timbul di dalam gejala yang bersangutan.
7 
 
Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu 
 
pengetahuan dan teknologi, oleh karena penelitian bertujuan untuk 
 
mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, dengan 
 
mengadakan analisis dan konstruksi.
8 
Dalam kontek penelitian ini, maka metode 
 
penelitian dipahami sebagai cara kerja dalam kegiatan ilmiah yang berkaitan 
 
dengan analisis dan konstruksi hukumnya mengenai pertimbangan Hakim dalam 
 
putusan perkara nomor 39/Pid.Sus/2019/Pn.Tgl tentang menggunakan mata uang 
 
palsu. 
 
 
 
 
7 
Bambang Sunggono. Metode penelitian hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, hlm.112 
8 
Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. 
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 20
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1. Jenis Penelitian 
 
Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (library research) 
 
karena data-data atau bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian 
 
tersebut berasal dari kepustakaan baik berupa buku jurnal, literature, buku, 
 
laporan penelitian, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan 
 
yang diteliti yakni pertimbangan Hakim dalam Perkara Nomor 39/Pid.Sus/ 
 
2019/Pn.Tgl tentang tindak pidana menggunakan uang palsu. 
 
Dalam penelitian hukum, secara umum dibedakan antara data yang 
 
diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang 
 
diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), 
 
sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data 
 
sekunder.
9     
Dalam penelitian hukum data sekunder mencakup bahan hukum 
 
primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. 
 
Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari (a) 
 
Peraturan perundang-undangan, (b) bahan hukum yang tidak dikodifikasikan 
 
seperti hukum adat, (c) yurisprudensi, (d) traktat, (e) kitab undang-undang 
 
hukum pidana (KUHP), (f) KUHAP, (g) Undang-undang Republik Indonesia 
 
Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Palsu. Bahan hukum sekunder, yang 
 
memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan 
 
undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan 
 
sebagainya. Bahan hukum tertier yakni bahan yang memberikan petunjuk 
 
 
 
 
 
 
9 
Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. Ibid. hlm. 12
 
 
12 
 
 
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya 
 
adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya
10
. 
 
2. Pendekatan Penelitian 
 
Menurut Bambang Waluyo metode pendekatan apa yang sekiranya akan 
 
diterapkan dalam penelitian yang akan dilakukan. Apakah menggunakan 
 
metode pendekatan yang bersifat normatif (legal research), atau menggunakan 
 
metode empiris (yuridis sosiologis), atau dapat juga menggunakan gabungan 
 
antara kedua pendekatan tersebut.
11 
Dalam penelitian ini pendekatan yang 
 
digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, artinya penelitian hukum yang 
 
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. 
 
Penelitian hukum normatif atau kepustakaan mencakup (a) penelitian 
 
terhadap asas-asas hukum, (b) penelitian terhadap sistematik hukum, (c) 
 
penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal, (d) perbandingan 
 
hukum, (e) sejarah hukum.
12 
Pendekatan ini dimaksudkan untuk memperoleh 
 
gambaran dan pemahaman yang jelas dan benar mengenai kebijakan kriminal 
 
dalam tindak pidana mengedarkan uang palsu. 
 
3. Sumber Data 
 
Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utamanya. Data 
 
sekunder adalah data yang mendukung keterangan atau menunjang 
 
kelengkapan data primer. Data sekunder terdiri dari: 
 
a. Bahan Hukum Primer, yang meliputi: 
 
 
 
10 
Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. Op cit hlm 13 
11 
Bambang Waluyo. Op cit. hlm.17 
12 
Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. Op cit hlm 13-14
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1) Undang Undang Dasar Tahun 1945 
 
2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
 
3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 
 
4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang 
 
5) Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN.Tgl. 
 
b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu sejumlah keterangan atau fakta yang 
 
diperoleh secara tidak langsung, tetapi melalui penelitian kepustakaan. 
 
Bahan hukum sekunder meliputi: jurnal, literature, buku, laporan 
 
penelitian, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang 
 
diteliti yakni pertimbangan hakim dalam tindak pidana menggunakan uang 
 
palsu. 
 
4. Metode Pengumpulan Data 
 
Dalam penelitian, secara umum dikenal metode pengumpulan data, 
 
artinya peneliti dapat melakukan penelitian apabila disertai dengan data. Data 
 
dipahami sebagai segala keterangan yang disertai dengan bukti atau fakta yang 
 
dapat dirumuskan untuk menyusun perumusan, kesimpulan atau kepastian 
 
sesuatu.
13 
Adapun untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan studi 
 
dokumen atau studi pustaka, sedangkan data primer diperoleh dengan 
 
wawancara. 
 
Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan 
 
penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya 
 
atau pewawancara dengan si penjawab atau responden yang menggunakan alat 
 
 
 
 
13 
Marwan dan Jimmy. Kamus Hukum. Yogjakarta: Gama Press. 2009. hlm.151
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dinamakan interview guide (panduan wawancara).
14 
Wawancara dilakukan 
 
terhadap Hakim yang mengadili perkara Nomor 39/Pid.Sus/2019/ PN.Tgl. 
 
Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpul data yang dilakukan 
 
melalui data tertulis dengan mempergunakan conten analysis.
15 
Studi dokumen 
 
atau pustaka merupakan separuh dari keseluruhan aktivitas itu sendiri, 
 
tujuannya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. 
 
Apabila peneliti mengetahui apa yang dilakukan oleh peneliti lain, maka 
 
peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang mendalam dan lengkap.
16 
 
5. Metode Analisis Data 
 
Hal yang penting dalam penelitian setelah data terkumpul adalah teknik 
 
analisis data. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan 
 
data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan 
 
tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang disarankan oleh data.
17 
 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif Kualitatif 
 
artinya data yang diperoleh dari hasil wawancara berupa kata-kata, 
 
digabungkan dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh 
 
lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang. 
 
 
 
G. Sistematika Penulisan 
 
Sistematika penulisan penelitian ini direncanakan terdiri dari empat bab 
 
sebagai berikut. 
 
 
14 
Nazir. Metode Penelitian, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014, hlm.170 
15 
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press, 2014, hlm.21 
16 
Bambang Sunggono, Metode penelitian hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, 
hlm.112 
17 
Soerjono Soekanto Op Cit, hlm.280
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Bab I Pendahuluan, dalam bab ini dikemukakan mengenai (a) latar 
 
belakang masalah, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) 
 
manfaat penelitian, (e) tinjauan pustaka, (f) metode penelitian dan (g) 
 
sistematika penulisan 
 
Bab II Tinjauan Konseptual, dalam bab ini berisi mengenai (a) tinjauan 
 
tindak pidana, (b) proses pemeriksaan sidang, (c) pertimbangan 
 
hukum hakim, 
 
Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi tentang (a) proses 
 
pemeriksaan sidang perkara Nomor 39/Pid.Sus/2019/Pn.Tgl (b) 
 
pertimbangan Hakim tentang tindak pidana menggunakan uang palsu 
 
dalam Perkara Nomor 39/Pid.Sus/2019/Pn.Tgl 
 
Bab IV Penutup, dalam bab ini berisi (a) simpulan
 
 
 
 
 
BAB II 
 
TINJAUAN KONSEPTUAL 
 
 
 
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Uang 
 
1. Pengertian Tindak Pidana 
 
Penggunaan istilah pidana diartikan sebagai sanksi pidana, untuk 
 
pengertian yang sama sering juga digunakan istilah-istilah yang lain, yaitu 
 
hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pmberian pidana 
 
dan hukuman pidana.
18 
Tindak pidana merupakan sebuah istilah yang umum 
 
dipergunakan dalam undang-undang di Indonesia, dimana istilah tindak pidana 
 
lebih menekankan kepada suatu tindakan yang mencakup pengertian 
 
melakukan atau berbuat (aktif) serta tidak berbuat (pasif) dimana erat kaitannya 
 
dengan suatu sikap batin seseorang yang berbuat atau bertindak. Tindakan 
 
ataupun perbuatan yang dimaksud mengandung unsur ataupun sifat melawan 
 
hukum dari suatu aturan hukum yang telah ada yang melarang tindakan 
 
tersebut sehingga tindakan tersebut dapat dijatuhi hukuman. 
 
Pengertian tindak pidana menurut Bambang Purnomo dalam bukunya 
 
Asas-Asas Hukum Pidana, dikatakan bahwa: "Perbuatan pidana merupakan 
 
suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum 
 
pidana sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri 
 
tertentu pada peristiwa hukum pidana, perbuatan pidana mempunyai 
 
pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkrit dalam lapangan 
 
 
 
18 
Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm.185 
 
16
 
 
17 
 
 
hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat 
 
ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah 
 
yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat".
19 
 
Selanjutnya Sianturi mengutip pendapat Moeljatno bahwa perbuatan 
 
pidana maksudnya adalah, bahwa: "Hal itu dibuat oleh seseorang dan ada 
 
sebab maupun akibatnya, sedangkan pengertian peristiwa tidak menunjukkan 
 
bahwa yang melakukan adalah seorang manusia, bisa hewan atau alam 
 
melakukannya.
20
 Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan 
 
dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas 
 
tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu 
 
tindakan yang dapat dihukum. Menurut J.E.Jonkers, yang dikutip oleh 
 
Martiman Prodjohamidjojo memberikan definisi strafbaarfeit menjadi dua 
 
pengertian, yaitu: 
 
a. Definisi pendek memberikan pengertian bahwa strafbaarfeit adalah suatu 
 
kejadian (feit) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang. 
 
b. Definisi panjang atau lebih mendalam bahwa strafbaarfeit adalah suatu 
 
kelakuan melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa 
 
oleh orang dapat dipertanggungjawabkan.
21 
 
Perbuatan pidana oleh Moeljatno dirumuskan sebagai perbuatan yang 
 
dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan 
 
 
19 
Bambang Purnomo, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994, hlm.16 
 
20 
Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1990, 
hlm.67 
21 
Martiman Prodjohamidjojo, Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: 
Pradnya Paramita, 1994, hlm.15-16
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tersebut dan perbuatan tersebut harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat 
 
sebagai perbuatan yang menghambat tercapainya tata pergaulan dalam 
 
masyarakat seperti yang dicita-citakan masyarakat, perbuatan itu juga harus 
 
memenuhi unsur formil dan materil, unsur formil adalah unsur yang sesuai 
 
dengan rumusan Undang-undang, dan unsur materil adalah yang bersifat 
 
melawan hukum atau tidak sesuai dengan dicita-citakan mengenai pergaulan 
 
masyarakat. Perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan 
 
dengan Undang-undang atau Peraturan lainnya, yaitu perbuatan tersebut 
 
dikenai tindakan penghukuman.
22 
 
2. Unsur-unsur Tindak Pidana 
 
Unsur-unsur tindak pidana, menurut Marpaung dibedakan menjadi dua 
 
macam unsur yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. 
 
a. Unsur Subjektif 
 
Unsur Subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada si pelaku tindak 
 
pidana dalam hal ini termasuk juga sesuatu yang terkandung di dalam 
 
hatinya. Unsur-unsur Subjektif dari suatu tindak pidana adalah Kesengajaan 
 
atau ketidak sangajaan (dolus atau culpa), maksud pada suatu percobaan. 
 
Macam-macam maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan 
 
pembunuhan, pencurian, penipuan. merencanakan terlebih dahulu, Pasal 
 
340 KUHP.
23 
Adapun isi pasal 340 KUHP „barang siapa dengan sengaja 
 
dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam 
 
karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana 
 
 
 
22 
Moeljatno. 2008. Op cit hlm.59 
23 
Leden Marpaung, Hukum Pidana Bagian Khusus, Jakarta: Sinar Grafika, 1991, hlm.9
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penjara sumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh 
 
tahun.
24 
 
b. Unsur Objektif 
 
Unsur Objektif adalah unsur yang ada hubungan dengan keadaan 
 
tertentu di mana keadaan-keadaan tersebut sesuatu perbuatan telah 
 
dilakukan. Unsur-unsur Objektif dari suatu tindak pidana adalah : Sifat 
 
melawan hukum. Misalnya Pasal 338 KUHP “barang siapa dengan sengaja 
 
merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidaa 
 
penjara paling lama lima belas tahun.
25 
 
Kausalitas (sebab-akibat) dari pelaku. Syarat ini hendaknya dapat 
 
dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan dan 
 
terhadap pelakunya tidak perlu mempertanggungjawabkan perbuatan yang 
 
tidak dapat dipersalahkan itu. Karena dilakukan oleh seseorang atau 
 
beberapa orang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman 
 
orang lain yang mengganggu keselamatanya dan dalam keadaan darurat. 
 
Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan. 
 
Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa 
 
orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh 
 
ketentuan hukum. 
 
Harus berlawanan dengan hukum. Artinya suatu perbuatan yang 
 
berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata- nyata 
 
 
24     
Anonimus. Kitab Undang Undang Pidana dan Perdata, KUHP-KUHAP, KUHPer-
KUHAPer. Jogjakarta: Cakrawala, 2015, hlm.62 
 
25 
Moeljatno. Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Jakarta: Bumi Aksara, 2006, hlm.122
 
 
20 
 
 
bertentangan dengan aturan hukum. Harus tersedia ancaman hukumannya. 
 
Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau 
 
keharusan dalam suatu perbuatan tertentu dan ancaman hukuman itu 
 
dinyatakan secara tegas maksimal hukumannya yang harus dilaksanakan 
 
oleh para pelakunya. Kalau di dalam suatu perbuatan tertentu maka dalam 
 
peristiwa pidana terhadap pelakunya tidak perlu melaksanakan hukuman 
 
tertentu. 
 
Dengan mencermati pengertian di atas, maka unsur-unsur tindak 
 
pidana berhubungan dengan unsur-unsur kesalahan yang mencakup 
 
beberapa hal yang penting yaitu, unsur-unsur tindak pidana yang dilihat dari 
 
segi adanya perbuatan melawan hukum, perbuatan tersebut dapat 
 
dipertanggung jawabkan adanya unsur kesalahan, memenuhi rumusan 
 
undang-undang dan tidak adanya alasan pembenaran dan pemaaf. 
 
Dalam hukum pidana dikenal dua pandangan tentang unsur-unsur 
 
tindak pidana, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis. 
 
Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat, untuk 
 
adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan. 
 
Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam 
 
pengertian perbuatan atau tindak pidana sudah tercakup di dalamnya 
 
perbuatan yang dilarang (criminal act) dan pertanggungjawaban pidana atau 
 
kesalahan (criminal responbility)
22 
. 
 
Dalam hukum pidana, kelakuan atau tingkah laku itu ada yang positif 
 
dan ada yang negatif. Positif terdakwa berbuat sesuatu, negatif tidak berbuat 
 
22 
Amir Ilyas, Op. cit., hlm. 38 .
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sesuatu yang seharusnya dilakukan.
23     
Adapun unsur-unsur tindak pidana 
 
menurut pandangan monistis meliputi : 
 
1) Ada perbuatan 
 
2) Ada sifat melawan hukum; 
 
3) Tidak ada alasan pembenar; 
 
4) Mampu bertanggungjawab; 
 
5) Kesalahan; 
 
6) Tidak ada alasan pemaaf.
24 
 
Lain halnya dengan pandangan dualistis yang memisahkan antara 
 
perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pandangan ini memiliki 
 
prinsip bahwa dalam tindak pidana hanya mencakup criminal act, dan 
 
criminal responbility tidak menjadi unsur tindak pidana. Oleh karena itu, 
 
untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan 
 
adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang memiliki 
 
sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pembenar. Menurut 
 
pandangan dualistis, unsur-unsur tindak pidana meliputi: 
 
a) Adanya perbuatan yang mencocoki rumusan delik; 
 
b) Ada sifat melawan hukum; 
 
c) Tidak ada alasan pembenar.
25 
 
Selanjutnya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi: 
 
a) Mampu bertanggungjawab; 
 
b) Kesalahan; 
 
 
23 
Moeljatno. 2008. Op cit hlm.90 
24 
ibid 
25 
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c) Tidak ada alasan pemaaf.
26 
 
Lebih tepat dikatakan bahwa syarat pemidanaan terdiri dari dua unsur 
 
yaitu tindak pidana sebagai unsur objektif dan pertanggungjawaban pidana 
 
sebagai unsur subjektif. Kedua unsur ini memiliki hubungan erat, yaitu 
 
tidak ada pertanggungjawaban pidana jika sebelumnya tidak ada tindak 
 
pidana. Berikut ini diuraikan mengenai unsur-unsur tindak pidana. Unsur- 
 
unsur tindak pidana, antara lain: 
 
a) Ada perbuatan yang mencocoki rumusan delik 
 
Perbuatan manusia dalam arti luas adalah mengenai apa yang 
 
dilakukan, apa yang diucapkan, dan bagaimana sikapnya terhadap suatu hal 
 
atau kejadian. Sesuatu yang dilakukan dan diucapkan disebut act, yang oleh 
 
sebagian pakar disebut sebagai perbuatan positif. Sikap seseorang terhadap 
 
suatu hal atau kejadian disebut omission, yang oleh sebagian pakar disebut 
 
sebagai perbuatan negatif. Oleh karena itu, mencocoki rumusan delik yaitu 
 
mencocoki unsure-unsur yangada dalam pasal yang didakwakan, termasuk 
 
unsur perbuatan maupun pertanggungjawaban pidananya. 
 
b) Ada sifat melawan hukum 
 
Dalam dogmatik hukum pidana, istilah “sifat melawan hukum” tidak 
 
selalu berarti sama. Ada empat makna yang berbeda-beda, tetapi yang 
 
masing-masing dinamakan sama, yaitu sifat melawan hukum. Harus selalu 
 
ditanyakan dalam hubungan apa istilah itu dipakai untuk mengetahui 
 
 
 
 
 
 
26 
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artinya. Sifat melawan hukum dapat dibedakan menjadi 4 (empat) jenis, 
 
yaitu
27
. 
 
(1) Sifat Melawan Hukum Umum 
 
Ini diartikan sebagai syarat umum untuk dapat dipidana yang 
 
tersebut dalam rumusan pengertian perbuatan pidana. Perbuatan 
 
pidana adalah kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan 
 
delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela. 
 
(2) Sifat Melawan hukum Khusus 
 
Ada kalanya kata “bersifat melawan hukum” tercantum secara 
 
tertulis dalam rumusan delik. Jadi sifat melawan hukum merupakan 
 
syarat tertulis untuk dapat dipidana. Sifat melawan hukum yang 
 
menjadi bagian tertulis dari rumusan delik dinamakan :sifat melawan 
 
hukum khusus. Juga dinamakan “sifat melawan hukum facet”. 
 
(3) Sifat Melawan Hukum Formal 
 
Istilah ini berarti : semua bagian yang tertulis dari rumusan delik 
 
telah dipenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana). 
 
(4) Sifat Melawan Hukum Materiil 
 
Sifat melawan hukum materiil berarti melanggar atau 
 
membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh 
 
pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu. 
 
Dalam ilmu hukum pidana, dikenal beberapa pengertian melawan hukum 
 
(wederrechttelijk). Menurut Simons, melawan hukum diartikan sebagai 
 
 
 
27 
I Made Widnyana, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarat: Fikahati Aneska, 2010, hal. 57.
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bertentangan dengan hukum, bukan saja terkait dengan hak orang lain 
 
(hukum subjektif), melainkan juga mencakup hukum perdata atau hukum 
 
administrasi negara. 
 
Selanjutnya menurut Vos, Moeljatno, dan TIM BPHN atau 
 
Babinkumnas memberikan definisi bertentangan dengan hukum artinya 
 
bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan 
 
masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.
28 
 
3. Jenis Pidana 
 
Menurut ketentuan di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 
 
Pidana dibedakan menjadi 2 macam yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. 
 
Pidana Pokok itu terdiri atas:
29 
 
a. Pidana mati 
 
b. Pidana penjara 
 
c. Pidana kurungan 
 
d. Pidana denda 
 
Adapun pidana tambahan dapat berupa: 
 
a. Pencabutan dari hak-hak tertentu 
 
b. Penyitaan atau perampasan dari barang-barang tertentu, dan 
 
c. Pengumuman dari putusan hakim. 
 
Dari ketentuan pada Pasal 10 KUHP tersebut, jelaslah bahwa stelsel 
 
pidana kita menurut KUHP dibedakan dalam pidana pokok dan pidana 
 
tambahan. Di samping itu urut-urutan dari pidana ini mulai dari yang terberat 
 
 
28 
A.Z. Abidin, Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, Jakarta 2010. hlm. 42. 
29 
Lamintang, P.A.F, 2010. Hukum Penitensier Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2010,hlm. 
35.
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ke yang lebih ringan. Pidana Pokok jelas lebih berat dari pidana tambahan. 
 
Pidana tambahan biasanya hanya bisa ditambahkan pada salah satu pidana 
 
pokok, jadi bersifat imperatif. 
 
Selanjutnya untuk mengetahui lebih jelas mengenai jenis-jenis pidana 
 
yang diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP, 
 
maka akan diuraikan sebagai berikut:
30 
 
a. Pidana Mati 
 
Jenis pidana ini, merupakan pidana yang terberat, pidana yang paling 
 
banyak mendapat sorotan dan perbedaan pendapat. Pengertian pidana mati 
 
ialah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk 
 
hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatan jahatnya. 
 
Terhadap penjatuhan pidana mati itu, KUHP membatasi atas beberapa 
 
kejahatan- kejahatan tertentu yang berat saja, seperti: 
 
1) Kejahatan terhadap negara ( Pasal 104, Pasal 105, Pasal 111 ayat (3), 
 
124 ayat (3) KUHP) 
 
2) Pembunuhan dengan berencana ( Pasal 130 ayat (3), Pasal 140 ayat (3), 
 
Pasal 340 KUHP) 
 
3) Pencurian dan pemerasan yang dilakukan dalam keadaan yang 
 
memberatkan sebagai yang disebut dalam Pasal 363 ayat (4) dan Pasal 
 
368 ayat (2) KUHP. 
 
4) Pembajakan di laut, di pantai, di pesisir dan di sungai yang dilakukan 
 
dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 444 KUHP. 
 
 
 
30 
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Selain di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut, ancaman 
 
pidana mati ditemukan juga di dalam perundang-undangan pidana khusus 
 
lainnya seperti:
31
. 
 
1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak 
 
Pidana Terorisme. 
 
2) Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi 
 
3) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi 
 
Pidana mati ditunda jika terpidana sakit jiwa atau wanita yang sedang 
 
hamil, ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Pokok 
 
Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan pelaksanaan pidana mati 
 
dilakukan dengan memperhatikan kemanusiaan. 
 
b. Pidana Penjara 
 
Pidana penjara merupakan pidana terberat kedua setelah pidana mati. 
 
Pidana penjara merupakan pidana utama diantara pidana hilang 
 
kemerdekaan. Lama pidana penjara, bisa seumur hidup dan dapat selama 
 
waktu tertentu. Pidana selama waktu tertentu, minimum adalah satu hari dan 
 
maksimum (paling lama) lima belas tahun.
32 
Maksimum lima belas tahun 
 
dapat dinaikkan menjadi dua puluh tahun apabila : 
 
1) Kejahatan diancam dengan pidana mati. 
 
2) Kejahatan diancam dengan pidana penjara seumur hidup. 
 
3) Terjadi perbuatan pidana karena adanya perbarengan, residive atau 
 
karena yang ditentukan dalam Pasal 52 dan 52 bis KUHP. 
 
31 
Ibid., hlm. 96. 
32 
Nandang Sambas, Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia. Bandung: Graha 
Ilmu, 2002. hlm 82.
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4) Karena keadaan khusus, seperti misalnya Pasal 347 ayat (2), Pasal 349 
 
KUHP. 
 
Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-sekali tidak boleh lebih 
 
dari dua puluh tahun. Hal ini hendaknya benar-benar diperhatikan oleh 
 
pihak yang berwenang memutus perkara. Untuk menghindari kesalahan 
 
fatal ini para penegak hukum harus mengindahkan atau memperhatikan 
 
azas-azas dan peraturan dasar yang telah ditetapkan oleh perundang- 
 
undangan pidana kita, yaitu batas maksimum penjatuhan pidana. 
 
c. Pidana Kurungan 
 
Terpidana kurungan ditempatkan dalam keadaan yang lebih baik. Hal 
 
ini dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:
33 
 
1) Terpidana penjara dapat diangkut ke mana saja untuk menjalani 
 
pidananya, sedangkan bagi yang terpidana kurungan tanpa 
 
persetujuannya tidak dapat diangkut ke suatu tempat lain diluar daerah 
 
tempat ia tinggal pada waktu itu. (Pasal 21 KUHP). 
 
2) Pekerjaan terpidana kurungan lebih ringan dari pada pekerjaan yang 
 
diwajibkan kepada terpidana penjara. (Pasal 19 ayat (2) KUHP. Orang 
 
yang dipidana kurungan boleh memperbaiki nasibnya dengan biaya 
 
sendiri. 
 
Di samping itu, lebih ringannya pidana kurungan dapat juga dilihat 
 
dari maksimum pidananya, dmana maksimum pidana kurungan adalah lebih 
 
pendek yaitu 1 tahun (dan dapat menjadi 1 tahun 4 bulan), sedangkan 
 
 
 
33 
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pidana penjara maksimum 15 tahun (dan dalam keadaan tertentu dapat 
 
menjadi 20 tahun). Pidana kurungan juga mengenal minimum umum dan 
 
maksimum umum. Minimum pidana kurungan adalah 1 hari dan maksimum 
 
pidana kurungan adalah 1 tahun. 
 
d. Pidana Denda 
 
Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua dari 
 
pidana penjara, mungkin setua dengan pidana mati. Pidana denda adalah 
 
kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh 
 
Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karana ia 
 
telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Pidana denda 
 
dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan 
 
ringan. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada 
 
larangan jika denda ini secara sukarela dibayar oleh terpidana. 
 
4. Tindak Pidana Uang Palsu 
 
Tindak pidana pemalsuan uang rupiah adalah suatu perbuatan melawan 
 
hukum yang dilakukan dengan membuat dan menyimpan uang rupiah palsu, 
 
seolah-olah 
 
bertentangan 
uang tersebut benar atau asli adanya, padahal sesungguhnya 
 
dengan uang yang sebenarnya. Jadi secara umum Tindak Pidana 
 
pemalsuan uang adalah kegiatan menirukan keaslian dari suatu nilai mata uang 
 
yang di dalamnya mengandung ketidakbenaran untuk diedarkan luas di 
 
masyarakat.
26 
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Pada dasarnya pemalsuan dan pengedaran uang palsu lebih didasarkan 
 
pada kepentingan mendasar yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup pelaku. 
 
Kasus-kasus pemalsuan yang terjadi di Indonesia mempunyai tipikal yang 
 
sama yaitu pelaku terdorong untuk melakukan kejahatan uang palsu karena 
 
jeratan segi finansialnya. Pasal mengenai uang palsu dalam KUHP terdapat 
 
pada Bab X Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas yakni: 
 
a. Pasal 244 
 
Barang siapa meniru atau memalsu mata uang atau kertas yang dikeluarkan 
 
oleh Negara atau Bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh 
 
mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsu, 
 
diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. 
 
b. Pasal 245 
 
Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang 
 
dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli 
 
dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu 
 
diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa 
 
menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang 
 
demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan 
 
sebagai uang asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling 
 
lama lima belas tahun. 
 
c. Pasal 246 
 
Barang siapa mengurangi nilai mata uang dengan maksud untuk 
 
mengeluarkan atau menyuruh mengedarkan uang yang dikurangi nilainya
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itu, diancam karena merusak uang dengan pidana penjara paling lama dua 
 
belas tahun. 
 
d. Pasal 247 
 
Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang yang dikurangi nilai 
 
olehnya sendiri atau yang merusaknya waktu diterima diketahui sebagai 
 
uang yang tidak rusak, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan 
 
ke Indonesia uang yang demikian itu dengan maksud untuk mengedarkan 
 
atau menyuruh mengedarkannya sebagai uang yang tidak rusak, diancam 
 
dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. 
 
e. Pasal 248 (Ditiadakan berdasarkan Staatsblad 1938 No. 593) 
 
f. Pasal 249 
 
Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang yang tidak asli, 
 
dipalsu atau dirusak atau uang kertas Negara atau Bank yang palsu atau 
 
dipalsu, diancam, kecuali berdasarkan pasal 245 dan 247, dengan pidana 
 
penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling 
 
banyak empat ribu lima ratus rupiah. 
 
g. Pasal 250 
 
Barangsiapa membuat atau mempunyai persediaan bahan atau benda yang 
 
diketahuinya bahwa itu digunakan untuk meniru, memalsu atau mengurangi 
 
nilai mata uang, atau untuk meniru atau memalsu uang kertas negara atau 
 
bank, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana 
 
denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
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h. Pasal 250 bis 
 
Pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab 
 
ini: maka mata uang palsu, dipalsu atau dirusak, uang kertas Negara atau 
 
Bank yang palsu atau dipalsukan, bahan-bahan atau benda-benda yang 
 
menilik sifatnya digunakan untuk meniru, memalsu atau mengurangi nilai 
 
mata uang atau uang kertas, sepanjang dipakai untuk atau menjadi obyek 
 
dalam melakukan kejahatan, dirampas, juga apabila barang-barang itu bukan 
 
kepunyaan terpidana. 
 
i. Pasal 251 
 
Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana denda 
 
paling banyak sepuluh ribu rupiah, barang siapa dengan sengaja dan tanpa 
 
izin Pemerintah, menyimpan atau memasukkan ke Indonesia keping-keping 
 
atau lembar-lembaran perak, baik yang ada maupun yang tidak ada capnya 
 
atau dikerjakan sedikit, mungkin dianggap sebagai mata uang, padahal tidak 
 
nyata-nyata akan digunakan sebagai perhiasan atau tanda peringatan. 
 
j. Pasal 252 
 
Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan yang diterangkan 
 
dalam pasal 244 - 247, maka hak-hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 
 
35 No. 1 - 4 dapat dicabut. 
 
Kejahatan pemalsuan uang sebagian besar adalah: 
 
a. Kejahatan yang sifatnya tidak berdiri sendiri namun merupakan kejahatan 
 
yang terorganisir dengan baik, bahkan sangat mungkin merupakan kejahatan 
 
yang bersifat transnasional;
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b. Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang Rupiah pada umumnya para 
 
residivis. Hal ini kemungkinan disebabkan hukuman yang dijatuhkan 
 
terhadap para pelaku masih ringan; 
 
c. Pemalsuan terhadap mata uang memerlukan suatu proses yang cukup rumit, 
 
oleh karena itu biasanya pelaku Tindak Pidana merupakan orang-orang yang 
 
memiliki keahlian khusus.
27 
 
Tindak Pidana Pemalsuan Uang diberikan hukuman yang berat, dengan 
 
mempertimbangkan dampaknya terhadap perekonomian negara. Hukuman 
 
terhadap pemalsu uang perlu dikaitkan dengan jangka waktu edar suatu emisi 
 
uang agar para pemalsu tersebut setelah menjalani hukuman tersebut tidak 
 
melakukan pemalsuan lagi terhadap uang rupiah dengan emisi yang sama. 
 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dalam Bab X 
 
yang berjudul Ketentuan Pidana yang mencakup Pasal 33 sampai dengan Pasal 
 
41. Pasal yang menjadi perhatian dalam penelitian ini yakni Pasal 36 dan Pasal 
 
37 yang mengatur tentang rupiah palsu. 
 
a. Pasal 36 
 
Pasal 36 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang 
 
memberikan ketentuan bahwa, Setiap orang yang memalsu Rupiah 
 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1) dipidana dengan pidana 
 
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak 
 
Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah). Setiap orang yang menyimpan 
 
secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah 
 
 
 
27 Ibid, hlm. 3.
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Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dipidana dengan 
 
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling 
 
banyak Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah). Setiap orang yang 
 
mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya 
 
merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) 
 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan 
 
pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar 
 
rupiah). Setiap orang yang membawa atau memasukkan Rupiah Palsu ke 
 
dalam dan/atau ke luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dipidana dengan pidana 
 
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak 
 
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Setiap orang yang 
 
mengimpor atau mengekspor Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam 
 
Pasal 26 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup 
 
dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah). 
 
b. Pasal 37 
 
UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang memberikan ketentuan: 
 
1) Setiap orang yang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, 
 
mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan mesin, peralatan, 
 
alat cetak, pelat cetak atau alat lain yang digunakan atau dimaksudkan 
 
untuk membuat Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 
 
ayat (1) dipidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda 
 
paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
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2) Setiap orang yang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, 
 
mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan bahan baku Rupiah 
 
yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat Rupiah Palsu 
 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana 
 
penjara paling lama seumur hidup, dan pidana denda paling banyak 
 
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). 
 
Hubungan antara ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 7 
 
Tahun 2011 dengan Bab X dari Buku II KUHPidana, Pasal 46 Undang- 
 
Undang Nomor 7 Tahun 2011 secara tegas menentukan bahwa pada saat 
 
Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan BAB X Kitab Undang- 
 
Undang Hukum Pidana tentang pemalsuan Mata Uang dan uang kertas 
 
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan 
 
ketentuan dalam Undang-Undang ini. 
 
Bank Indonesia adalah institusi yang berperan penting, sebab yang 
 
berhak dan mempunyai kewenangan penuh untuk menentukan rupiah palsu 
 
atau tidaknya uang yang beredar adalah Bank Indonesia. Upaya 
 
penanggulangan secara represif, tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat 
 
penegak hukum semata, tetapi juga perlu campur tangan institusi lain tanpa 
 
mengecilkan arti institusi penegak hukum yang ada. Hal ini berdasarkan 
 
beberapa pertimbangan, yaitu: 
 
1) Pemalsuan Uang Rupiah acap kali dilakukan sebagai kejahatan 
 
terorganisir bahkan melibatkan orang-orang yang punya kedudukan dan 
 
status dalam masyarakat.
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2) Pemalsuan Uang Rupiah adalah transnational crime yang melewati 
 
lintas batas negara. 
 
3) Pemalsuan Uang Rupiah adalah kejahatan yang sangat kompleks dalam 
 
pengertian tidak menyangkut motivasi ekonomi semata tetapi juga 
 
motivasi politik yang bertujuan terhadap instabilitas ekonomi suatu 
 
negara. Perihal kedua dan ketiga ini, banyak modus operandi pengedaran 
 
uang palsu yang bersumber dari luar negeri. 
 
4) Pemalsuan Uang Rupiah, sangat bersifat teknis sehingga untuk 
 
menentukan apakah uang tersebut palsu atau tidak, dibutuhkan keahlian 
 
tersendiri. 
 
5) Pembuktian pemalsuan Uang Rupiah yang berkaitan dengan pemalsuan 
 
tidaklah mudah karena si tersangka selalu mengatakan ketidaktahuannya 
 
bahwa uang yang dibawanya adalah palsu.
28 
 
Tindak Pidana Pemalsuan Uang Rupiah merupakan kejahatan yang 
 
serius karena selain bertujuan untuk memperkaya diri sendiri secara ekonomis, 
 
juga dapat menghancurkan perekonomian negara secara politis. Kejahatan 
 
tersebut juga semakin canggih karena kemajuan dan kebaruan teknologi. 
 
Tanggung jawab terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang Rupiah tentu saja 
 
bukan tugas dari Bank Indonesia dan pihak Kepolisian semata, melainkan 
 
tugas dari seluruh lapisan masyarakat untuk secara bersama-sama memerangi 
 
kejahatan tersebut. Tindak Pidana Pemalsuan Uang Rupiah seharusnya tidak 
 
hanya dipandang sebagai kejahatan pemalsuan sebagaimana pemalsuan 
 
 
 
28 Ibid, hlm. 33
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dokumen, sebab pemalsuan Uang Rupiah merupakan kejahatan yang 
 
berdampak luas, karena: 
 
a. Kekayaan korban dan kemampuannya untuk menggunakan uang menjadi 
 
hilang, sebab yang bersangkutan menjadi pemegang uang palsu yang tidak 
 
ada nilainya (kejahatan terhadap mata uang memiliki akibat langsung 
 
terhadap menurunnya kemampuan ekonomi korban); 
 
b. Menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Uang Rupiah baik domestik 
 
maupun internasional; 
 
c. Mengganggu kestabilan ekonomi nasional. 
 
d. Menurunkan wibawa negara 
 
e. Menurunnya kepercayaan terhadap rupiah akan menimbulkan biaya 
 
ekonomi yang lebih besar yang harus ditanggung oleh negara, karena Bank 
 
Indonesia, memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai 
 
Rupiah. 
 
Bank Indonesia perlu melakukan intervensi pasar dalam rangka memelihara 
 
kestabilan nilai rupiah dan hal tersebut membutuhkan biaya besar. Selain itu, 
 
Indonesia sebagai negara berkembang, yang pada saat ini daya beli sebagian 
 
besar masyarakatnya sangat lemah, penurunan kemampuan ekonomi 
 
masyarakat akibat Tindak Pidana Pemalsuan Uang Rupiah akan semakin 
 
memperburuk kondisi ekonomi masyarakat. Dampak ikutannya adalah 
 
menurunnya kredibilitas pemerintah di mata masyarakat karena pemerintah 
 
dapat dianggap tidak mampu melindungi kepentingan masyarakat. Penurunan 
 
kemampuan ekonomi masyarakat perlu mendapat perhatian yang serius, 
 
apalagi pada umumnya korban Tindak Pidana Pemalsuan Uang Rupiah adalah
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masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang rendah, misalnya pedagang 
 
kecil (warung/asongan). Apabila kelompok masyarakat tersebut mendapat uang 
 
palsu dari pembeli, hal tesebut tidak hanya menimbulkan kerugian sebesar 
 
jumlah uang palsu tersebut, tetapi dapat mengancam kelangsungan usahanya 
 
karena pedagang kecil/asongan pada umumnya tidak memiliki simpanan uang 
 
yang cukup untuk menutupi kerugian dimaksud. 
 
Perumusan Tindak Pidana terhadap mata uang dalam KUHP diatur dalam 
 
Pasal 244 – 252 KUHP, sebagai berikut:29 
 
a. Perbuatan memalsukan mata uang; 
 
b. Perbuatan mengedarkan mata uang palsu; 
 
c. Perbuatan menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang palsu; 
 
d. Perbuatan merusak mata uang berupa perbuatan mengurangi nilai mata uang 
 
dengan maksud untuk diedarkan; 
 
e. Mengedarkan mata uang yang dirusak; 
 
f. Perbuatan menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang yang 
 
dikurangi nilainya; 
 
g. Perbuatan mengedarkan mata uang palsu atau dirusak 
 
h. Membuat atau mempunyai persediaan bahan untuk pemalsuan uang 
 
i. Perbuatan menyimpan atau memasukkan ke Indonesia keping-keping atau 
 
lembaran-lembaran perak tanpa ijin. 
 
 
 
 
 
29 
Tim Perundang-Undangan dan Pengkajian Hukum, Paradigma Baru dalam Menghadapi Kejahatan 
Mata Uang (Pola Pikir, Pengaturan, dan Penegakan Hukum), Direktorat Hukum Bank Indonesia, 
Jakarta, 2005,hlm. 12
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Pengaturan Sanksi Pidana terhadap jenis-jenis Tindak Pidana tersebut 
 
dirumuskan dalam dua bentuk, yaitu perumusan sanksi secara tunggal (hanya 
 
satu jenis pidana saja, yaitu pidana penjara) dan secara alternatif, yaitu pidana 
 
penjara atau denda. Jenis sanksi pidana yang diancamkan selain pidana penjara 
 
dan denda juga ada sanksi perampasan uang palsu atau dirusak atau bahan- 
 
bahan yang digunakan untuk memalsukan uang dan pencabutan hak-hak 
 
terdakwa. Perumusan sanksi pidana secara tunggal diancamkan kepada pelaku 
 
pemalsuanan perusakan mata uang (butir a – f), sedangkan Sanksi Pidana 
 
Alternatif diancamkan kepada pelaku yang mengedarkan dan menyimpan atau 
 
memasukkan bahan-bahan untuk pemalsuan Uang Rupiah (butir g – i). 
 
Mengingat pengaturan Tindak Pidana Terhadap Mata Uang mempunyai fungsi 
 
perlindungan terhadap kepentingan publik dalam hal ini kepentingan ekonomi 
 
masyarakat dan negara maka disamping pidana penjara penjatuhan pidana 
 
denda kepada pelaku Tindak Pidana mata uang sangat penting sebagai 
 
kompensasi dari kerugian yang ditimbulkan oleh Tindak Pidana tersebut. 
 
Sanksi pidana penjara dalam KUHP menganut sanksi penjara minimum umum 
 
dan maksimum umum, yaitu minimum 1 hari dan maksimum 15 tahun. 
 
 
 
B. Proses Pemeriksaan Sidang di Pengadilan Negeri 
 
Beberapa hal yang dilakukan oleh pimpinan sidang dalam pemeriksaan 
 
antara lain sebagai berikut: 
 
1. Pembuktian atau Pemeriksaan Alat-Alat Bukti 
 
Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam 
 
proses pemeriksaan sidang pengadilan. Dengan pembuktian inilah ditentukan
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nasib terdakwa, apa bila hasil penelitian dengan alat-alat bukti seperti yang di 
 
tentukan oleh undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang di 
 
dakwakan kepada, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman. 
 
Tentang pembuktian ini diatur dalam pasal 183 KUHAP “hakim tidak 
 
boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apa bila dengan sekurang- 
 
kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu 
 
tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah 
 
melakukanya‟. Dalam Pasal 184 KUHAP Ayat (1) alat bukti yang sah ialah (a) 
 
Keterangan saksi, (b) Keterangan ahli, (c) Surat, (d) Petunjuk, (e) Keterangan 
 
terdakwa. Ayat (2) “ayat semacam ini sudah diketahui tidak perlu di buktikan” 
 
2. Penuntutan Oleh Penuntut Umum 
 
Penuntutan di kenal juga dengan istilah reqiuitoir adalah langkah yang 
 
seharusnya diberikan kepada jaksa penuntut umum dalam lanjutan sidang 
 
pengadilan suatu perkara pidana setelah pemeriksaan alat-alat bukti atau 
 
pembuktian. Setelah pemerikasan dinyatakan selesai, penuntut umum 
 
mengajukan tuntutan pidana. Disebutan dalam Pasal 182 KUHAP Ayat (2) 
 
“jika acara tersebut pada ayat 1 telah selesai, hakim ketua sidang menyatakan 
 
bahwa pemeriksaaan di nyatakan tertutup dengan ketentuan dapat membuka 
 
sekali lagi, baik atas kewenangan hakim ketua sidang karena jabatanya, 
 
maupun atas permnintaaan penuntut umum atau terdakwa atau penasehat 
 
hukum dengan memberikan alasanya” 
 
3. Pembelaan (Pleidoi) Penasehat Hukum 
 
Setelah penuntutan dilakukan penunutut umum, kemudian kepada 
 
terdakwa atau penasehat hukum di berikan kesempatan untuk mengajukan
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pembelaan atau pleidoi di atur dalam pasal 182 Ayat (1) KUHAP b. 
 
“selanjutnya terdakwa atas penasehat hukum mengajukan pembelaannya yang 
 
dapat jawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan terdakwa atau penasehat 
 
hukum mendapat giliran terakhir.” Prinsip-prinsip dalam persidangan yang 
 
dimaksudkan adalah merujuk pada beberapa pasal sebagai berikut: 
 
a. Pasal 145 KUHP 
 
Isi pasal 145 KUHP pada dasarnya adalah (1) Pemberitahuan untuk datang 
 
ke sidang pengadilan dilakukan secara sah, apabila disampaikan dengan 
 
surat panggilan kepada terdakwa di alamat tempat tinggalnya atau apabila 
 
tempat tinggalnya tidak diketahui, disampaikan di tempat kediaman 
 
terakhir, (2) Apabila terdakwa tidak ada di tempat tinggalnya atau ditempat 
 
kediaman terakhir, surat panggilan disampaikan melalui kepala desa sesuai 
 
dengan wilayah hukum tempat tinggal terdakwa atau tempat kediaman 
 
terakhir 
 
b. Pasal 146, menyebutkan (1) penuntut umum menyampaikan surat panggilan 
 
kepada terdakwa yang memuat tanggal, hari, serta jam sidang dan untuk 
 
perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan 
 
selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai, (2) Penuntut umum 
 
menyampaikan surat panggilan kepada saksi yang memuat tanggal, hari 
 
serta jam sidang dan untuk perkara apa Saksi dipanggil yang harus sudah 
 
diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari sebelum 
 
sidang dimulai. 
 
c. Pasal 147, bagian Kedua, memutus sengketa mengenai wewenang 
 
mengadili setelah Pengadilan Negeri menerima surat pelimpahan perkara
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dari penuntut umum, ketua mempelajari apakah perkara itu termasuk 
 
wewenang pengadilan yang dipimpinnya 
 
d. Pasal 148, dalam hal ketua pengadilan negeri berpendapat, bahwa perkara 
 
pidana itu tidak termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya, tetapi 
 
termasuk wewenang pengadilan negeri lain, ia menyerahkan surat 
 
pelimpahan perkara tersebut kepada pengadilan negeri lain yang dianggap 
 
berwenang mengadilinya dengan surat penetapan yang memuat alasannya. 
 
Surat pelimpahan perkara tersebut diserahkan kembali kepada penuntut 
 
umum selanjutnya kejaksaan negeri yang bersangkutan menyampaikannya 
 
kepada kejaksaan negeri di tempat pengadilan negeri yang tercantum dalam 
 
surat penetapan 
 
e. Pemeriksaan Terbuka Untuk Umum 
 
Semua persidangan terbuka untuk umum. Pada saat majelis hakim 
 
hendak membuka sidang, harus menyatakan “sidang terbuka untuk umum” 
 
setiap orang yang hendak mengikuti jalannya persidangan, harap hadir 
 
memasuki ruangan sidang pintu dan jendela ruangan sidang pun terbuka, 
 
sehingga dengan demikian makna prinsip persidangan terbuka untuk umum 
 
benar-benar tercapai. Tentu ada pengecualian, dalam pasal 153 ayat 3, 
 
tempat dimana tercantum prinsip ini, menyebut pengecualian, dalam 
 
pemeriksaan perkara kesusilaan atau perkara terdakwanya anak-anak, sidang 
 
di lakukan dengan “pintu tertutup”, sesuai dengan ketentuan pasal 153 ayat 
 
40, pelangaran atas prinsip ini, mengakibatkan. “batalnya putusan” demi 
 
hukum.
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Dalam hukum acara pidana di Indonesia menganut asas peradilan 
 
terbuka untuk umum sebagaimana diatur dalam Pasal 153 ayat (3) Kitab 
 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi “Untuk 
 
keperluan pemeriksaan Hakim Ketua sidang membuka sidang dan 
 
menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai 
 
kesusilaan atau terdakwanya anak-anak.” 
 
f. Hadirin Harus Bersikap Hornat 
 
Orang-orang yang hadir dalam persidangan harus bersikap sopan dan 
 
tidak menimbulkan kegaduhan di ruang sidang. Barang siapa yang 
 
menunjukan sikap tidak hormat serta tidak tertib dalam ruangan sidang 
 
ketua sidang dapat memerintahkan orang yang bersangkutan di keluarkan 
 
dari ruangan sidang. Perintah mengeluarkan ini dapat dilakukan ketua 
 
sidang setelah yang bersangkutan “diperingati” lebih dulu, namun tetap 
 
tidak diindahkannya (Pasal 218 ayat (2)). Seandainya sifat pelangaran tata 
 
tertib yang dilakukan oleh salah seorang pengunjung merupakan tindak 
 
pidana, hal itu tidak mengurangi kemungkinan terhadapnya dilakukan 
 
penuntutan ( Pasal 218 ayat (3)). Selama pelaksanaan persidangan terdapat 
 
larangan membawa senjata api bagi orang-orang yang menghadiri 
 
persidangan. Hal ini merujuk pada pasal 219 KUHAP pada prinsipnya 
 
ditegaskan, guna menjamin keselamatan terhadap manusia yang berada 
 
dalam ruangan sidang, setiap pengunjung sidang “dilarang” membawa 
 
senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang 
 
dapat membahayakan kemanan sidang. Larangan ini berlaku terhadap siapa
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pun tanpa keculai. Bagi mereka yang membawa alat atau benda-benda 
 
larangan “wajib” menitipkan di tempat yang kusus di sediakan untuk itu. 
 
g. Hadir Sebelum Hakim Memasuki Ruang Sidang 
 
Ketentuan keharusan hadir sebelum Hakim memasuk ruang Sidang ini, 
 
bukan hanya berlaku bagi pengunjung sidang, tetapi berlaku bagi panitera, 
 
penuntut umum, penasehat hukum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 232 
 
KUHP bahwa : (1) sebelum sidang di mulai, panitera, penunutut umum, 
 
penasehat hukum dan pengunjung yang sudah ada, duduk di tempatnya 
 
masing-masing dalam ruangan sidang, (2) pada saat hakim memasuki dan 
 
meninggalkan ruangan sidang, semua yang hadir berdiri untuk hormat, (3) 
 
selama sidang berlangsung, setiap orang yang keluar masuk ruangan sidang, 
 
diwajibkan memberi hormat. 
 
Hal ini yang perlu diingat sehubungan dengan prinsip persidangan yang 
 
terbuka untuk umum adalah yang berkenaan dengan Pasal 153 ayat (5) 
 
KUHP beserta penjalasannya. 
 
h. Hadirnya Terdakwa dalam Persidangan 
 
Hukum tidak membenarkan proses peradilan in absentia dalam acara 
 
pemeriksaan biasa dan pmeriksaan acara singkat. Tanpa kehadiran terdakwa 
 
dalam persidangan, pemeriksaan perkara tidak dapat dilakukan. Itu 
 
sebabnya pasal 154 KUHAP mengatur, bagaimana cara menghadirkan 
 
terdakwa dalam persidangan. Tata cara tersebut memperlihatkan tanpa 
 
hadirnya terdakwa dalam persidangan, pemeriksaan perkara tidak dapat 
 
dilakukan.
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Tata cara tersebut dimulai dari (1) ketua sidang memerintahkan supaya 
 
terdakwa di panggil masuk kedalam ruangan siding, (2) jika terdakwa dalam 
 
pada sidang yang telah ditetapkan tidak hadir, ketua sidang meneliti apakah 
 
terdakwa telah dipanggil secara sah. Dalam penelitian, ketidak hadiran 
 
terdakwa bias terjadi dua kemungkinan, terdakwa dipanggil “secara tidak 
 
sah”, (3) jika ternyata terdakwa dipanggil secara tidak sah, ketua menunda 
 
persidangan dan memerintahkan penunutut umum supaya memangil 
 
terdakwa sekali lagi untuk hadir hari sidang berikutnya, (4) terdakwa sudah 
 
dipanggil “Secara Sah”. Dalam hal ini, sekalipun terdakwa telah dipanggil 
 
secara sah, namun ia tidak dating menghadiri persidangan “tanpa alasan 
 
yang sah”, menurut ketentuan Pasal 157 ayat (4) dan (6) KUHAP. 
 
Bagaimana jika dalam suatu perkara, terdakwanya terdiri dari 
 
beberapa orang pada hari sidang yang ditentukan, terdakwa tidak dapat 
 
semuanya hadir. Apakah sidang dilangsungan, dan bagaimana dengan 
 
halnya dengan terdakwa yang tidak hadir, masalah ini di autur dalam pasal 
 
154 ayat 5 yang memberi ketentuan bahwa “jika dalam suatu perkara ada 
 
lebih dari seorang terdakwa dan tidak semua terdapwa yang hadir dapat 
 
dilangsungkan”. 
 
i. Ketua Sidang Memimpin Pemeriksaan 
 
Mengenai Ketua Sidang memimpin pemeriksaan erhadap terdakwa, hal 
 
ini diatur dalam pasal 217 KUHAP yang mmenegaskan hakim ketua sidang 
 
bertindak memimpin jalannya pemeriksaan pesidangan, dan memelihara tata 
 
tertib persidangan prinsip ini sesuai dengan system pembuktian yang dianut 
 
undang- undang, yakni system pebuktian undang-undang secara negative.
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Mewajibkan hakim mencari kebenaran hakiki di dalam membuktikan 
 
kesalahan terdakwa berdsarkan batas minimum pembuktian menurut 
 
undang-undang dengan alat bukti yang sah. 
 
j. Pemeriksaan Secara Langsung dengan Lisan 
 
Pasal 153 ayat 2 huruf a. Ayat 1 “Pada hari yang ditentukan menurut pasal 
 
152 pengadilan bersidang”, Ayat 2 (a) Hakim ketua sidang memimpin 
 
pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan secara lisan dalam bahasa 
 
Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa atau saksi, (b) Ia wajib menjaga 
 
supaya tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan 
 
terdakwa atau saksi memberikan jawaban secara tidak bebas. Ayat 3 “untuk 
 
keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan 
 
menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam memberikan jawaban 
 
secara tidak bebas”. Ayat 4 “tidak dipenuhi ketentuan dalam ayat 2 dan 3 
 
mengakibatkan batalnya putusan demi hukum” 
 
k. Wajib Menjaga Pemeriksaan Secara Bebas 
 
Sesuai dengan pasal 153 ayat 2 huruf b, HUHAP pemeriksaan terhadap 
 
terdakwa atau saksi “dilakukan dengan tegas”. Terhadap mereka tidak 
 
dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan terdakwa atau 
 
saksi memberikan jawaban secara tidak bebas. Baik kepada terdakwa 
 
maupun kepada saksi tidak boleh dilakukan “penekanan atau ancaman” 
 
yang biasa menimbulkan hilangnya kebebasan mereka memberikan 
 
keterangan. Bahkan pertanyaan yang “bersifat menjerat” tidak boleh 
 
diajukan baik terhadap terdakwa maupun terhadap saksi, sebagai mana 
 
diatur dalam pasal 166 KUHAP
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l. Pemeriksaan Lebih Dulu Mendengarkan Keterangan Saksi 
 
Dalam pasal 160 ayat 1 huruf b KUHAP menegaskan “pertama-tama 
 
didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi”. Untuk 
 
menguatkan alasan mendahulukan pemeriksaan pendengaran keteranagan 
 
saksi dari terdakwa, pasal ini di hubungkan dengan pasal 184 ayat (1) 
 
KUHAP yang menempatkan urutan alat bukti keterangan saksi pada urutan 
 
yang pertama. Sedangkan urutan alat bukti keterangan terdakwa di 
 
tempatkan pada urutan yang terakhir. 
 
 
 
C. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara 
 
Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh 
 
menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat 
 
bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak 
 
pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 
 
183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (1). keterangan saksi; (2). 
 
keterangan ahli; (3). surat; (4). petunjuk; (5). keterangan terdakwa atau hal yang 
 
secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184) 
 
Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi 
 
saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan 
 
yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam Ayat 3 dikatakan ketentuan 
 
tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya 
 
(unus testis nullus testis).
30 
Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus 
 
 
 
30 
Ibid. hlm. 11
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melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan 
 
sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori 
 
kebenaran. 
 
Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori 
 
pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang 
 
lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang 
 
lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (Pasal 
 
184 KUHAP). 
 
Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan 
 
kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui 
 
putusanputusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan 
 
yang siciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan 
 
masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada 
 
artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan 
 
dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur 
 
Negara hukum. 
 
Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang 
 
mempunyai kewenangan dalam peraturan peraturan perundang-undangan yang 
 
berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim 
 
adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam 
 
perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada 
 
prinsipnya menetukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap 
 
telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga
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ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi denganintegritas moral yang baik.
31
3 
 
Hakim Pengadilan mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan, 
 
mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu: 
 
1. Kesalahan pelaku tindak pidana 
 
Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. 
 
Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku 
 
tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus 
 
ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya 
 
kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus 
 
memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim. 
 
2. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana 
 
Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut 
 
mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum 
 
3. Cara melakukan tindak pidana 
 
Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan 
 
terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terapat 
 
unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum. 
 
4. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi 
 
Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga 
 
sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi 
 
pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana apa pun, 
 
 
 
 
31 
Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif, Jakarta: 
Sinar Grafika,.2010, hlm.103.
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berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang 
 
berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah). 
 
5. Sikap batin pelaku tindak pidana 
 
Hal ini dapat diidentifikasikan dengan melihat pada rasa bersalah, rasa 
 
penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku 
 
juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan 
 
melakukan perdamaian secara kekeluargaan. 
 
6. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana 
 
Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan 
 
tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya, karena hakim 
 
melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui 
 
semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur. 
 
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku 
 
Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku 
 
tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi 
 
perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, 
 
memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga 
 
menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna. 
 
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku 
 
Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakaan pelaku adalah 
 
suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, 
 
agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak 
 
melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal 
 
tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya
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kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.
32 
Hakim yang bebas dan tidak 
 
memihak telah menjadi ketentuan universal. Ia menjadi ciri Negara hukum. 
 
Sistem yang dianut di Indonesia, pemeriksaan di sidang pengadilan yang 
 
dipimpin oleh Hakim, hakim itu harus aktif bertanya dan member kesempatan 
 
kepada pihak terdakwa yang diawali oleh penasihat hukumnya untuk bertanya 
 
kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Semua itu dengan 
 
maksud menemukan kebenaran materiil. Hakimlah yang bertanggungjawab 
 
atas segala yang diputuskannya.
33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32     
Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan 
Kejahatan. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 77 
33 
Ahmad Rifai. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif, Jakarta: 
Sinar Grafika, 2010. hlm.112
 
 
 
 
 
BAB III 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
 
A. Proses Pemeriksaan Sidang di Pengadilan Negeri Tegal tentang 
 
Menggunakan Uang Palsu 
 
A.1. Prosedur Perkara Pidana di Pengadilan Negeri 
 
1) Setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendaftarkan perkara di 
 
Pengadilan Negeri Tegal, Penunjukan hakim atau majelis hakim 
 
dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri setelah Panitera mencatatnya 
 
di dalam buku register perkara, seterusnya diserahkan kepada Ketua 
 
Pengadilan Negeri untuk menetapkan Hakim/ Majelis yang 
 
menyidangkan perkara tersebut. 
 
2) Ketua Pengadilan Negeri dapat mendelegasikan pembagian perkara 
 
kepada Wakil Ketua terutama pada Pengadilan Negeri yang jumlah 
 
perkaranya banyak. 
 
3) Pembagian perkara kepada Majelis/ Hakim secara merata dan terhadap 
 
perkara yang menarik pehatian masyarakat, Ketua Majelisnya KPN 
 
sendiri atau majelis khusus 
 
4) Sebelum berkas diajukan ke muka persidangan, Ketua Majelis dan 
 
anggotanya mempelajari terlebih dahulu berkas perkara 
 
5) Sebelum perkara disidangkan, Majelis terlebih dahulu mempelajari 
 
berkas perkara, untuk mengetahui apakah surat dakwaan telah 
 
memenuhi-syarat formil dan materil apa tidak. 
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A.2. Proses Pemeriksaan persidangan ini di atur dalam BAB XVI untuk 
 
melihat pemeriksaan di sidang pengadilan. 
 
 
 
a. Pemeriksaan Identitas Terdakwa 
 
Pemeriksaan identitas terdakwa didahului pembukaan sidang oleh 
 
ketua. Pembukaan sidang harus dinyatakan “terbuka untuk umum”, 
 
seperti yang ditegaskan Pasal 153 ayat 3 dan 4 KUHAP. Setelah hakim 
 
membuka sidang serta menyatakan terbuka untuk umum, hakim ketua 
 
memeriksa “identitas” terdakwa . pemerikasaan identitas dilakukan 
 
dengan jalan menanya terdakwa mengenai: (1) Nama lengkap, (2) 
 
Tempat lahir, (3) Umur atau tanggal lahir, (4) Jenis kelamin, (5) 
 
Kebangsaan, (6) Tempat tinggal, (7) Agama, (8) Pekerjaan. 
 
Pemeriksaan dicocokan dengan identitas terdakwa yang terdapat 
 
pada surat dakwaan dan berkas perkara, untuk memastikan dan 
 
menyakinkan persidangan memang terdakwalah yang dimaksud dalam 
 
surat dakwaan kepadanya. Adapun idetitas terdakwa dalam kasus ini 
 
adalah sebagai berikut: 
 
1) Nama lengkap 
2) Tempat lahir 
3) Umur/tanggal lahir 
4) Jenis kelamin 
5) Kebangsaan 
6) Tempat tinggal 
 
7) Agama 
8) Pekerjaan 
: S Bin KR; 
: Semarang; 
: 59 Tahun / 06 September 1959; 
: Laki-laki; 
: Indonesia; 
: Desa Kaliwungu RT. 002 RW. 001 Kec. 
Balapulang Kab.Tegal; 
: Islam; 
: Wiraswasta;
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b. Memperingatkan Terdakwa 
 
Setelah selesai menanyakan identitas terdakwa, kewajiban Ketua atau 
 
Pimpinan Sidang sesuatu yang didengar dan dilihatnya di dalam 
 
persidangan. Persidangan ini tidak lebih dari nasehat dan anjuran namun 
 
demikian, hakim biasanya tidak hanya memperingatkan untuk 
 
memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihat saja, tetapi perlu 
 
memperingatlkan terdakwa agar bersikap tenang, jangan takut dan jangan 
 
ragu- ragu mengemukakan suatu yang dianggapnya penting untuk perlu 
 
pembelaan diri, juga memperingatkan terdakwa suatu yang di anggapnya 
 
penting. 
 
c. Pembacaan Surat Dakwaan 
 
Selanjutnya “pembacaan surat dakwaan”. Ketua Sidang memerintahkan 
 
penunutut umum untuk membacakan surat dakwaan. 
 
d. Menanyakan isi surat dakwaan 
 
Setelah Penuntut Umum selesai membacakan surat dakwaan, Hakim 
 
harus betanya kepada terdakwa apakah terdakwa benar-benar memahami 
 
isi surat dakwaan, kalau terdakwa belum mengerti, menurut ketentuan pasal 
 
155 ayat 2 huruf b, KUHAP, hakim dapat memerintahkan penuntut umum 
 
untuk “memberi penjelasan” lebih lanjut tentang hal-hal yang belum jelas 
 
dipahami terdakwa. 
 
Dalam kasus ini 3 (tiga) orang Saksi dan 1 (satu) orang Ahli telah 
 
memberikan keterangan di persidangan yakni (1) M. Jawawi, (2) Mundiarso 
 
B, (3) Sukosoh dan Ahli (4) Hadi Fauzan Ardi, dengan keterangan sebagai 
 
berikut:
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1) Saksi Moh. Jawawi Bin H. Kodir, di bawah sumpah pada pokoknya 
 
menerangkan bahwa benar Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini 
 
sehubungan dengan Saksi bersama beberapa rekan Saksi yang 
 
tergabung dalam tim Resmob Polres Tegal Kota telah menangkap 
 
Terdakwa Senari Bin Kasno Rebin yang duduga menyimpan dan 
 
mengedarkan mata uang rupiah palsu; 
 
2) Saksi Mundiarso Bagus E.Y Bin Tutwuri, di bawah sumpah pada 
 
pokoknya menerangkan Bahwa benar Saksi dijadikan Saksi dalam 
 
perkara ini sehubungan dengan Saksi bersama beberapa rekan Saksi 
 
yang tergabung dalam tim Resmob Polres Tegal Kota telah 
 
menangkap Terdakwa Senari Bin Kasno Rebin yang duduga 
 
menyimpan dan mengedarkan mata uang rupiah palsu; 
 
3) Saksi Sukusoh Slamet Budiyono Bin Mangkudiharjo, di bawah 
 
sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: - Bahwa benar 
 
Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa 
 
ditangkap oleh petugas Kepolisian karena mengedarkan dan/atau 
 
membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu; 
 
4) Saksi Ahli Hadi Fauzan Ardi, S.T. Bin Sahrudin dibawah sumpah 
 
pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pendidikan Ahli 
 
kesarjanaanya di Universitas Islam Sultan Agung pada tahun 2012, 
 
sedangkan Pendidikan sertifikasi tentang keahlian berkaitan dengan 
 
mata uang Rupiah di Bank Indonesia yang dilaksanakan di Bandung 
 
pada Tahun 2018. Sebagai Pegawai di Bank Indonesia sejak Tahun 
 
2015 Sampai dengan sekarang;
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e. Pencatatan Laporan Panggilan dalam Berita Acara 
 
Untuk melengkapi pembahasan ketidakhadiran terdakwa menghadap 
 
pada tanggal hari persidangan yang telah ditentukan, perlu diperhatikan 
 
ketentuan pasal 154 ayat 7 KUHAP yang menyangkut tugas dan kewajiban 
 
panitera yang mendampingi untuk mencatat dalam beruta acara persidangan 
 
mengenai laporan penuntut umum tentang pelaksanaan perintah 
 
pemanggilan yaitu: 
 
1) Dalam hal pemanggilan belum sah, panitera harus mencatat dalam beriat 
 
acara perintah hakim pada penunutu umum untuk memanggil terdakwa 
 
pada sidang berikutnya 
 
2) Demikian juga dalam ketidakhadiran terdakwa tanpa alasan yang sah, 
 
dan ketidak hadiran yang tidak itu sudah dua kali maka jika dalam 
 
peristiwa ini hakim mengeliarkan perintah kepada penuntut umum agar 
 
terdakwa dihadirkan dengan paksa, panitera mencatat perintah tersebut 
 
dalam berita acara. 
 
Berdasarkan uraian mengenai proses pemeriksaan persidangan di atas, 
 
dapat disimpulkan bahwa Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi 
 
ketentuan universal. Ia menjadi ciri Negara hukum. Sistem yang dianut di 
 
Indonesia, pemeriksaan di sidang pengadilan yang dipimpin oleh Hakim, 
 
hakim telah aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa 
 
yang diawali bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. 
 
Semua itu dengan maksud menemukan kebenaran materiil. 
 
Hakimlah yang bertanggungjawab atas segala yang diputuskannya. 
 
Kebenaran materiil yang dimaksudkan adalah Hakim tidak tergantung kepada
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apa yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun penasehat hukum 
 
terdakwa. Hakim bersifat aktif mencari kebenaran „fakta‟ yang sebenarnya, 
 
bukan menurut apa yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun 
 
penasehat hukum terdakwa. 
 
 
 
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Perkara Nomor 39/Pid.Sus/ 
 
2019/Pn.Tgl Tentang Menggunakan Mata Uang Palsu 
 
Tindak pidana penggunaan uang palsu merupakan tindak pidana yang secara 
 
khusus diatur dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011. Dalam Undang- 
 
undang tentang mata uang pasal 36 ayat (3) menyebutkan setiap orang yang 
 
mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan 
 
rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (3) dipidanan dengan 
 
pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak 
 
50.000.000.000.00 (lima puluh miliar rupiah). 
 
Kasus yang ada dalam penelitian ini menggunakan mata uang palsu dengan 
 
Nomor 39/Pid.Sus/2019/Pn.Tgl yang dilakukan oleh Terdakwa S Bin K R, dimana 
 
terdakwa menggunakan uang palsu dan dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum 
 
menyusun surat dakwaannya dengan dakwaan melakukan tindak pidana 
 
melanggar Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011, “secara 
 
bersama-sama mengedarkan dan/atau menggunakan rupiah palsu”. 
 
Apabila dikaitkan dengan kebijakan formulasi tentang tindak pidana 
 
pengedaran uang palsu, para penegak hukum dalam perkara ini tidak konsisten 
 
dengan perkembangan peraturan perundang-undangan tindak pidana pengedaran 
 
mata uang palsu yang terbaru, dan tidak hanya itu selain penerapan peraturan
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perundang-undangan dalam menanggulangi perkara tersebut juga melanggar salah 
 
satu asas hukum yaitu lex spesialis derogate lex generalis yang artinya bahwa 
 
hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. 
 
Sebelum perkara ini terjadi, yakni pada tahun 2016 Indonesia sudah mempunyai 
 
peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus yang mengatur mata uang 
 
yaitu undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata uang. Namun dalam hal 
 
ini perkara tersebut masih menggunakan ketentuan undang-undang yang bersifat 
 
umum yaitu KUHP. 
 
Putusan pengadilan dengan Nomor 39/Pid.Sus/2019/Pn.Tgl telah 
 
mempunyai kekuatan hukum tetap. Penerapan peraturan perundang-undangan 
 
tersebut sesuai dengan asas hukum dan masih menggunakan ketentuan KUHP 
 
namun sudah berlaku Undang-Undang No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang 
 
merupakan undang-undang terbaru dan yang lebih bersifat khusus untuk mengatur 
 
berbagai kejahatan terhadap mata uang termasuk kejahatan pengedaran mata uang 
 
palsu yang belum diterapkan secara langsung dalam putusan ini. 
 
Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan judex facti dalam hal 
 
menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 
 
tindak pidana melanggar Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 
 
tentang Mata Uang. 
 
Bahwa keadaan memberatkan dan meringankan hukuman Terdakwa sangat 
 
sumir dan merupakan pertimbangan yang sangat standar dan bersifat umum. 
 
Padahal terdapat keadaan atau hal yang sesungguhnya apabila dipertimbangkan 
 
dapat meringankan hukuman Terdakwa dengan alasan;
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Secara singkat kronologisnya adalah sebagai berikut: 
 
- Pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi tanggal 02 Januari 2019 
bertempat di Terminal Bus Magelang terdakwa mendapatkan uang rupiah 
palsu tersebut dengan cara membeli atau menukar uang rupiah asli 
terdakwa sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) 
dengan uang rupiah palsu milik saksi Sukosoh Slamet Budiyono Bin 
Mangkudiharjo (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebesar 
Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah). 
- Bahwa kemudian uang rupiah palsu yang telah terdakwa dapatkan itu 
terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan sembako di warung-warung 
dekat rumah dan juga di Pasar Pagi Kota Tegal , terdakwa juga 
menggunakan untuk membeli rokok dan sembako di warung di wilayah 
Slawi , di wilayah Margasari , di wilayah Balapulang dan di Pasar Pagi 
Kota Tegal. 
- Bahwa saat terdakwa mau membelanjakan uang palsu tersebut saksi 
Mundiarso Bagus E. Y, Bin Tut Wuri Handayani, saksi Jimmy Sandro 
Christian Sinaga Bin Daulat Sinaga dan saksi Moh. Jawawi Bin H.Kodir 
yang mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada orang yang 
mengedarkan uang palsu, sehingga kemudian terdakwa ditangkap dan 
didapati barang bukti 16 (enam belas) lembar mata uang pecahan 
Rp.100.000,- (seratus ribu) rupiah palsu yang terdiri dari 1 (satu) lembar 
rupiah palsu 100 ribuan tertera seri : CYU227322, 1 (satu) lembar rupiah 
palsu 100 ribuan tertera seri: DLL244564, 2 (dua) lembar rupiah palsu 
100 ribuan tertera seri: LLJ737572 dan 12 (dua belas) lembar rupiah 
palsu 100 ribuan tertera seri: CDF453467 dan juga uang rupiah asli hasil 
dari mengedarkan mata uang rupiah palsu sebesar Rp.1.200.000,- (satu 
juta dua ratus ribu rupiah) di Pasar Pagi Kota Tegal dan juga 1 (satu) 
buah HP berwarna hijau merk Brand Code. Setelah dilakukan 
pemeriksaan terdakwa mengatakan jika mendapatkan uang rupiah palsu 
tersebut dari seseorang bernama saksi Sukosoh Slamet Budiyono Bin 
Mangkudiharjo (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang berada di 
Kab.Magelang, selanjutnya terdakwa di bawa ke Polres Tegal Kota guna 
diproses lebih lanjut. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan 
diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 
tentang Mata Uang. Bahwa Terdakwa mengedarkan atau membelanjakan 
uang palsu dalam jumlah sedikit seluruhnya sebesar Rp 200.000,00 (dua 
ratus ribu) dan pertama kali uang palsu tersebut digunakan membeli 
rokok pada dua tempat yang berbeda;
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Bahwa uang palsu yang disita dari Terdakwa jumlahnya relative sedikit 
 
yaitu sekitar Rp 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah). 
 
Bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 
 
2011, tentang Mata Uang berbunyi: “dalam perbuatann tindak pidana sebagaimana 
 
dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35 serta Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat 
 
(3), dan ayat (4) dilakukan oleh pegawai Bank Indonesia, pelaksana pencetakan 
 
rupiah, badan yang mengkoordinasikan pemberantasan rupiah palsu dan/atau 
 
aparat penegak hukum, pelaku dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda 
 
maksimum ditambah 1/3 (satu per tiga)”. 
 
Dalam menjatuhkan hukuman, hakim memiliki kebebasan tersendiri dalam 
 
mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana terhadap perkara yang 
 
ditanganinya, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman harus 
 
mencerminkan rasa keadilan terhadap masyarakat maupun terdakwa, 
 
pertimbangan hakim tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridis tetapi harus 
 
juga mempertimbangkan aspek non yuridisnya, pertimbangan hakim juga tidak 
 
hanya berdasarkan landasan terhadap pertimbangan hukum melainkan harus 
 
sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan yang mengarah pada 
 
faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana tersebut.
34 
 
Dalam menjatuhkan hukuman hakim harus melihat dulu dari segi hukum 
 
pidana formil dan materilnya. 
 
 
 
 
 
 
 
34 
Ardhianti Prihastuti, Wawancara tentang pertimbangan hakim dalam perkara menggunakan 
uang palsu, Jum‟at, 17 Januari 2020 (pkl.10.00 wib)
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1. Pertimbangan Yuridis 
 
a. Dakwaan 
 
Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar 
 
dakwaan itulah pemeriksaan dipersidangan dilakukan, hakim didasarkan 
 
kepada dakwaan, jadi dakwaan adalah suatu surat atau akta yang memuat 
 
suatu perumusan dari tindak pidana yang didakwakan, yang sementara dapat 
 
disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan 
 
dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila ternyata cukup 
 
terbukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman.
35 
Dengan demikian terdakwa 
 
hanya dapat dipidana jika terbukti telah melakukan delik tersebut dalam 
 
dakwaan. Jika terdakwa terbukti melakukan delik tetapi tidak disebut dalam 
 
dakwaan, maka ia dapat dipidana. Di dalam KUHAP Pasal 143 disebut 
 
syarat-syarat yang mutlak yaitu mencantumkannya waktu dan tempat 
 
terjadinya delik dan delik yang didakwakan. 
 
Dalam putusan Pengadilan Negeri Tegal yang diteliti dalam penulisan 
 
skripsi ini, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
 
bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 36 ayat (3) Undang- 
 
Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, “mengedarkan 
 
dan/atau membelanjakan rupiah palsu”, menjatuhkan pidana kepada 
 
Terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan 
 
hukuman denda masing-masing sebesar Rp 500.000.000.00 (lima ratus juta 
 
rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti 
 
 
 
35 
Djoko Prakoso, Surat Dakwaan Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses 
Pidana, Yogyakarta: Liberty, 2008, hlm 93
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dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. "Mengedarkan atau 
 
membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu 
 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) yang berbunyi "Setiap orang 
 
dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya 
 
merupakan rupiah palsu", Perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa 
 
dengan cara sebagaimana kronologi yang disebutkan di atas. 
 
b. Keterangan Saksi 
 
Keterangan saksi adalah alat bukti yang pertama disebut dalam pasal 
 
184 KUHAP. Aturan-aturan khusus tentang keterangan saksi hanya diatur di 
 
dalam 1 (satu) pasal saja yaitu pasal 185 KUHAP, yang antara lain 
 
menjelaskan apa yang dimaksud dengan keterangan saksi, bagaimana tentang 
 
kekuatan pembuktiannya dan lain-lain. 
 
Berdasarkan putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/Pn.Tgl, Jaksa Penuntut 
 
umum mengajukan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan dalam 
 
persidangan. 
 
c. Keterangan Terdakwa 
 
KUHAP menegaskan wujud keterangan terdakwa dengan rumusan 
 
dalam Pasal 189 (1), keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan 
 
di sidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang ia ketahui sendiri 
 
atau yang ia alami sendiri.
36     
Dalam putusan No. 39/Pid.Sus/2019/Pn.Tgl 
 
Terdakwa pada intinya memberikan keterangan bahwa mereka tidak 
 
mengetahui bahwasannya uang tersebut adalah uang palsu. 
 
 
36     
Nikolas Simanjuntak, Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum, Bogor: Ghalia 
Indonesia, 2009, hlm 273.
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d. Barang Bukti 
 
Barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 
 
(seratus ribu rupiah) No seri: CYU227322 (palsu); 1 (satu) lembar uang 
 
pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) No seri : DLL244564 (palsu); 
 
2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) No seri : 
 
LLJ737572 (palsu); 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 
 
(seratus ribu rupiah) No seri: CDF453467 (palsu); yang telah dipergunakan 
 
untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk 
 
mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut 
 
dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi; 
 
Barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Brand code warna 
 
hijau; uang asli Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pecahan 
 
Rp.50.000,- sebanyak tujuh lembar, pecahan Rp.20.000,- sebanyak 20 
 
lembar, pecahan Rp.10.000,- sebanyak tiga puluh enam lembar, pecahan 
 
Rp.5.000,- sebanyak enam lembar, yang dipergunakan atau merupakan hasil 
 
dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar 
 
barang bukti tersebut dirampas untuk negara; 
 
 
 
2. Pertimbangan Non Yuridis 
 
a. Keadaan yang memberatkan: 
 
1) Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan 
 
perekonomian Negara; 
 
2) Terdakwa sudah pernah dihukum; 
 
b. Keadaan yang meringankan:
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1) Terdakwa mengakui perbuatannya di persidangan; 
 
2) Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya; 
 
Memperhatikan, Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Pasal 36 ayat (3) Undang- 
 
Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan 
 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta 
 
Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan; 
 
MENGADILI: 
 
a. Menyatakan Terdakwa S Bin KR, terbukti secara sah dan meyakinkan 
 
bersalah melakukan tindak pidana “membelanjakan rupiah yang 
 
diketahuinya merupakan rupiah palsu” sebagaimana dalam dakwaan 
 
Primair; 
 
b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana 
 
penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan denda sebesar Rp 
 
5.000.000 ( Lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut 
 
tidak dibayar, digangti dengan pidana kurungan selama 1satu) bulan; 
 
c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani 
 
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
 
d. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan; 
 
e. Menetapkan barang bukti berupa: 
 
1) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor 
 
seri: CYU227322; 
 
2) 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri: 
 
DLL244564;
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3) 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor 
 
seri: LLJ737572; 
 
4) 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 
 
nomor seri: CDF453467; 
 
Dirampas untuk dimusnahkan; 
 
1) 1 (satu) buah Handphone Brand code warna hijau; 
 
2) uang asli Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 
 
50.000,- sebanyak tujuh lembar, pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 20 
 
lembar, pecahan Rp.10.000,- sebanyak tiga puluh enam lembar, 
 
pecahan Rp. 5.000,- sebanyak enam lembar. 
 
Dirampas untuk negara; 
 
Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara Rp 5.000-, 
 
 
 
C. Pembahasan 
 
1. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Negeri Tegal tentang Menggunakan Mata 
 
Uang Palsu. 
 
Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Negeri, Majelis terlebih dahulu 
 
mempelajari berkas perkara, untuk mengetahui apakah surat dakwaan telah 
 
memenuhi-syarat formil dan materil apa tidak. Syarat formil, setidaknya 
 
mencakup nama, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, tempat tinggal, 
 
pekerjaan terdakwa, jenis kelamin, kebangsaan dan agama. Sedangkan syarat 
 
materiil setidaknya mencakup waktu dan tempat tindak pidana dilakukan 
 
(tempus delicti dan locus delicti); Perbuatan yang didakwakan harus jelas 
 
dirumuskan unsur-unsurnya. Daam penelitian ini, putusan perkara nomor
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39/Pid.Sus/2019/Pn.Tgl memiliki unsur-unsur setap orang, dan unsur 
 
menggunakan uang palsu, yakni : 
 
a. Unsur “ Setiap Orang ” 
 
“Setiap Orang” bertindak sebagai subjek hukum yang dihadapkan di 
 
depan persidangan karena diduga melakukan suatu perbuatan pidana; Ketika 
 
Di persidangan telah dihadapkan Terdakwa dengan nama lengkap S Bin 
 
KR, yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya ternyata telah 
 
bersesuaian dengan uraian surat dakwaan Penuntut Umum; 
 
Selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab 
 
dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat 
 
kejadiannya, dapat mengenali barang bukti yang diajukan dalam 
 
persidangan, sehingga Terdakwa dianggap cakap dan dapat dimintai 
 
pertanggungjawaban pidana kepadanya. Berdasarkan alasan dan fakta 
 
tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terbukti 
 
secara sah dan meyakinkan. 
 
b. Unsur “mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya 
 
merupakan rupiah palsu”, bahwa pengedaran dalam Undang-Undang No. 7 
 
Tahun 2011 tentang Mata Uang adalah suatu rangkaian kegiatan 
 
mengedarkan atau mendistribusikan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan 
 
Republik Indonesia. Mengedarkan dalam KBBI adalah membawa dari orang 
 
yang satu kepada yang lain; rupiah palsu dalam Undang- Undang No. 7 
 
Tahun 2011 tentang Mata Uang adalah suatu benda yang bahan, ukuran, 
 
warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat,
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dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat 
 
pembayaran secara melawan hukum. 
 
2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Nomor 39/Pid.Sus/2019/Pn.Tgl 
 
Tentang Menggunakan Mata Uang Palsu. 
 
Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Nomor 39/Pid.Sus/2019/ 
 
Pn.Tgl setelah memeriksa seluruh barang bukti, saksi-saksi, dan keterangan 
 
terdakawa pada dasarnya menyangkut 2 hal, yaitu keadaan yang memberatkan 
 
dan keadaan yang meringankan. Keadaan yang memberatkan, perbuatan 
 
terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan perekonomian Negara; dan 
 
Terdakwa sudah pernah dihukum. Adapun keadaan yang meringankan: 
 
terdakwa mengakui perbuatannya di persidangan terdakwa bersikap sopan di 
 
persidangan dan menyesali perbuatannya. 
 
Hakim dalam Putusan Perkara Nomor 39/Pid.Sus/2019/ Pn.Tgl 
 
menyatakan Terdakwa S Bin KR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
 
melakukan tindak pidana “membelanjakan rupiah yang diketahuinya 
 
merupakan rupiah palsu” sebagaimana dalam dakwaan Primair, sehingga 
 
terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 
 
(dua) bulan denda sebesar Rp 5.000.000 ( Lima juta rupiah), dengan ketentuan 
 
apabila denda tersebut tidak dibayar, digangti dengan pidana kurungan selama 
 
1 (satu) bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah 
 
dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
 
Tindak Pidana kejahatan terhadap mata uang diformulasikan dalam 
 
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan dalam konsep 
 
KUHP sebagai upaya untuk menyesuaikan peraturan perundang- undangan
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dengan kondisi kejahatan mata uang yang terjadi saat ini, karena ketentuan yang 
 
terdapat dalam KUHP merupakan peninggalan KUHP Belanda yang sudah 
 
ketinggalan dan kurang sesuai dengan kondisi Negara Indonesia yang sudah 
 
lama merdeka. Sehingga ketentuan tersebut harus diperbaharui dalam peraturan 
 
perundang-undangan yang baru yang telah disesuaikan dengan kebutuhan 
 
penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan terhadap mata uang yaitu dalam 
 
Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Konsep Kitab 
 
Undang-undang Hukum Pidana Indonesia.
37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
37 
Arsina Marpaung, Nur Rochaeti, Sukinta, “Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penjatuhan Sanksi 
Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Mata Uang Palsu”, Diponegoro Law Journal, 
Vol. 5, No. 3, Tahun 2016, hlm 5
 
 
 
 
 
BAB IV 
 
PENUTUP 
 
 
 
A. Kesimpulan 
 
1. Proses pemeriksaan sidang di PN Tegal dalam perkara nomor 
 
39/Pid.Sus/2019/PN.Tgl diawali dengan pemeriksaan hakim terhadap 
 
terdakawa dalam persidangan mencakup nama, tempat lahir, umur atau 
 
tanggal lahir, tempat tinggal, pekerjaan terdakwa, jenis kelamin, kebangsaan 
 
dan agama. Kemudian agenda pembuktian mencakup waktu dan tempat tindak 
 
pidana dilakukan (tempus delicti dan locus delicti); Perbuatan yang 
 
didakwakan harus jelas dirumuskan unsur-unsurnya. Putusan perkara nomor 
 
39/Pid.Sus/2019/PN.Tgl, memiliki unsur-unsur setap orang, dan unsur 
 
menggunakan uang palsu yang terpenuhi, sehingga dikenakan sanksi pidana. 
 
2. Pertimbangan Hakim dalam putusan perkara menggunakan mata uang palsu, 
 
di samping pertimbangan yuridis seperti alat bukti, keterangan saksi, 
 
keterangan terdakwa dan sebagainya ada pertimbangan non yuridis yakni 
 
keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan. Keadaan yang 
 
memberatkan, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan 
 
ekonomi Negara; dan terdakwa sudah pernah dihukum. Adapun keadaan yang 
 
meringankan: terdakwa mengakui perbuatannya, sopan, dan menyesali di 
 
persidangan. 
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